BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan pertanian yang menjadi dasar pelaksanaan program dan
kegiatan pada periode tahun 2015-2019 adalah Rencana Pembangunan Pertanian Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategik (Renstra)
Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebagai salah
satu unit kerja Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan strategis yang tertuang
dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 sebagai tindak lanjut dari
RPIMN dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

Berdasarkan kebijakan tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan khususnya terkait
dengan aspek distribusi, harga, dan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Pusat
Distribusi dan Cadangan Pangan BKP, dijabarkan dalam Renstra Pusat Distribusi dan
Cadangan Pangan Tahun 2015-2019. Jangka waktu pelaksanaan Renstra selama 5 tahun
diimplementasikan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kinerja dan
Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Penetapan Kinerja (PK)
sebagai pedoman pelaksanaan kinerja selama satu tahun.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah menyatakan bahwa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara,
setiap instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang
dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud harus disampaikan kepada atasan masing-masing,
kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan
dan akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Selain itu,
pertanggungjawaban harus dilakukan melalui sistem akuntabilitas secara periodik dan
melembaga. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai salah satu unit Eselon II lingkup
BKP, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan perlu menyampaikan pertanggungjawaban
kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan, serta lembaga-lembaga pengawasan dan
penilaian akuntabilitas yang berkewenangan.

Salah satu implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dalam menyusun laporan



kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dari capaian kinerja selama tahun 2015
mengacu pada peraturan tersebut.

Laporan akuntabilitas kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan diwujudkan dalam
sistem akuntabilitas yang memuat tentang perencanaan strategis, perencanaan kinerja,
pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Untuk itu, laporan kinerja ini
didasarkan pada Renstra Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015-2019,
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015,
Rencana Kerja dan Anggaran Kelembagaan Lembaga (RKAKL) Tahun 2015, Penetapan
Kinerja (PK) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015, serta Penetapan Kinerja (PK) Pusat
Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015.

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Distribusi dan Cadangan
mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan,
pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut
Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi distribusi
pangan;

2. Pengkaijian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi harga
pangan; dan

3. Pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantapan, pemantauan dan evaluasi
cadangan pangan.

Pusat Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan sebagia unit kerja Eselon II terdiri dari 3
Bidang (Eselon III) dan 6 Sub Bidang (Eselon 1V), yaitu:

1. Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Analisis Distribusi Pangan, dan
b. Sub Bidang Kelembagaan Distribusi Pangan.

2. Bidang Harga Pangan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Analisis Harga Pangan Produsen; dan
b. Sub Bidang Analisis Harga Pangan Konsumen.

3. Bidang Cadangan Pangan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Cadangan Pangan Masyarakat; dan
b. Sub Bidang Cadangan Pangan Pemerintah.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019

1.

Visi

Mengacu kepada tugas pokok, fungsi, dan mandat yang diberikan kepada Pusat Distribusi
dan Cadangan Pangan, serta mengacu kepada arah kebijakan pembangunan pertanian
dan ketahanan pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2015-2019
mempunyai visi: "Menjadi institusi yang handal, aspiratif dan inovatif dalam
menyediakan hasil analisis distribusi, harga, dan cadangan pangan”,

2.

Misi

Untuk melaksanakan visi tersebut, misi yang diemban oleh Pusat Distribusi dan Cadangan
Pangan adalah sebagai berikut:

a.

3.

Peningkatan kualitas hasil pengkajian, pemantauan dan evaluasi sistem distribusi,
stabilisasi harga, dan cadangan pangan;

Pengembangan model pengkajian, pemantauan dan evaluasi sistem distribusi,
stabilisasi harga, dan cadangan pangan;

Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan
stabilitas harga dan pasokan, dan pemupukan cadangan pangan;

Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan dan
mengimplementasikan kebijakan distribusi, stabilisasi harga, dan cadangan pangan;

Peningkatan kemampuan aparatur daerah dalam melakukan pengkajian, pemantauan
dan evaluasi sistem distribusi, stabilisasi harga, dan cadangan pangan serta
pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan
stabilitasi harga dan pasokan, serta pemupukan cadangan pangan.

Tujuan

Tujuan strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan periode tahun 2015-2019 adalah
memantapkan sistem distribusi, stabilitas harga, dan cadangan pangan, dengan:

a.

Menyediakan informasi hasil pengkajian, pemantauan dan evaluasi untuk bahan
perumusan kebijakan distribusi, harga, dan cadangan pangan;

Mengembangkan model pengkajian, pemantauan dan evaluasi distribusi, harga, dan
cadangan pangan;

Memperkuat kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat untuk menjaga stabilitas
harga dan pasokan pangan; dan

Mengembangkan kelembagaan cadangan pangan dalam pemupukan cadangan
pangan pemerintah dan masyarakat.



4. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2015
adalah meningkatnya pemantapan distribusi, stabilisasi harga, dan cadangan pangan,
yaitu melalui:

a. Penguatan 343 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), terdiri dari 203
Gapoktan Tahap Penumbuhan, 38 Gapoktan Tahap Pengembangan, dan 102
Gapoktan Tahap Kemandirian, melalui pengembangan unit usaha distribusi dan
cadangan pangan pokok masyarakat;

b. Pengembangan cadangan pangan masyarakat sebanyak 1.724 kelompok, terdiri dari
1.630 kelompok Tahap Pengembangan dan 94 kelompok Tahap Kemandirian;

c. Data dan informasi pasokan dan harga pangan strategis tingkat produsen dan
konsumen dari provinsi sebanyak 34 laporan; dan

d. Penyediaan data dan informasi tentang distribusi, harga, dan cadangan pangan
strategis sebanyak 7 laporan.

5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan arah kebijakan, program dan kegiatan BKP, maka program yang akan
dilaksanakan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2015-2019 adalah
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan
utamanya adalah Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan utama yang dibebankan kepada Pusat
distribusi dan Cadangan Pangan, maka akan ditempuh melalui pelaksanaan 4 kegiatan
prioritas, serta kegiatan pendukung program internal maupun ekternal Pusat Distribusi
dan Cadangan Pangan. Rincian kebijakan, program, kegiatan utama dan kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun
2015-2019 seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan
Pangan Tahun 2015-2019

Kebijakan/ Kegiatan .
Program Utama Kegiatan
Kebijakan: Pengembangan | 1. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan
Pembangunan Sistem Masyarakat (LDPM) / Pengembangan
Ketahanan Distribusi dan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM).
Pangan. Stabilitas Harga | 2. pengembangan Cadangan Pangan.
Pangan 3. Panel Harga Pangan Strategis.
Program: 4. Pemantauan dan Pengumpulan Data
Peningkatan Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan.
Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan
Masyarakat.




B. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015

Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015 merupakan
bagian dari pernyataan kinerja/perjanjian antara Kepala Badan Ketahanan Pangan
dengan Menteri Pertanian. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Ketahanan
Pangan, penetapan kinerja kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan yang menjadi
acuan atau tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015
seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya 1. Jumlah kelembagaan distribusi 343 Gapoktan
pemantapan distribusi dan pangan masyarakat yang
harga pangan. diberdayakan.
1.724 Unit
2. Jumlah lumbung pangan yang
diberdayakan.
3. Data dan informasi pasokan dan i
harga pangan. 35 Lokasi/
Laporan
4. Data dan informasi kondisi
7 Laporan

distribusi, harga, dan cadangan
pangan.

Jumlah Anggaran: Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
Tahun 2015 sebesar Rp 7.879.832,-

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

Implementasi dari Penetapan Kinerja (PK) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, maka
disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan sebanyak 343
gapoktan.

2. Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan sebanyak 1.724 unit lumbung.
3. Data dan informasi pasokan dan harga pangan sebanyak 35 lokasi/.

4. Data dan informasi kondisi distribusi, harga, dan cadangan pangan sebanyak 7
laporan.

Sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL)
tahun 2015, pelaksanaan operasional kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
terangkum dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu Pengembangan Sistem Distribusi dan
Stabilitas Harga Pangan.



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015

Penilaian capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan bergantung kepada
kriteria capaian kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dilakukan dengan
maksud: (1) membantu memperbaiki capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan
pangan yang terfokus kepada program unit kerja; (2) ukuran kinerja berguna untuk
pengalokasian sumberdaya dan perumusan kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan;
dan (3) mempertanggungjawabkan kepada publik khususnya dalam perbaikan
pelaksanaan kinerja. Hal tersebut dapat membantu pimpinan dalam menilai suatu
pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan/sasaran.

Kriteria keberhasilan capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan digunakan
kriteria sebagai berikut:

1. Sangat berhasil : jika capaian kinerja lebih besar dari 100 persen;

2. Berhasil : jika capaian kinerja antara 80 -100 persen;
3. Cukup berhasil : jika capaian kinerja antara 60 — 79 persen; dan
4. Tidak berhasil : jika capaian kinerja di bawah 60 persen.

Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada Tahun Anggaran 2015,
diuraikan berdasarkan sasaran kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan vyaitu
meningkatnya pemantapan distribusi, stabilitas harga, dan cadangan pangan. Sasaran
kegiatan diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu:

1. Jumlah Lembaga Distribustri Pangan Masyarakat (LDPM) yang diberdayakan;
2. Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang diberdayakan;

3. Data dan informasi pasokan dan harga pangan provinsi; dan

4. Data dan informasi kondisi distribusi, harga, dan cadangan pangan.

Capaian Kinerja dimaksud tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan
pernyataan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Kepala Pusat
Distribusi dan Cadangan Pangan dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan. Hasil capaian
kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan tahun 2015 disajikan pada Tabel 3.

Capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2015 untuk 4
indikator kinerja utama dikategorikan berhasil (rata-rata 99,12 persen), dengan rincian:

1. Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang diberdayakan mencapai 99,42
persen, dengan kategori “berhasil”;



2. Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang diberdayakan mencapai 97,04 persen,
dengan kategori “berhasil”;

3. Data dan informasi pasokan dan harga pangan provinsi mencapai 100,00 persen,
dengan kategori “berhasil”; dan

4. Data dan informasi kondisi distribusi, harga, dan cadangan pangan mencapai 100,00
persen, dengan kategori “berhasil”.

Tabel 3. Hasil Pengukuran Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Tahun 2015
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Fapa!ian
Utama Kinerja
Meningkatnya | 1. Jumlah kelembagaan 343 341 99,42
pemantapan distribusi pangan Gapoktan Gapoktan
distribusi dan masyarakat yang

harga pangan diberdayakan.
2. Jumlah lumbung pangan | 1.724 Unit | 1.673 unit 97,04
yang diberdayakan.

3. Data dan informasi 35 Lokasi/ | 34 Lokasi/ 100,00
pasokan dan harga Laporan Laporan
pangan provinsi.

4. Data dan informasi 7 Laporan | 7 Laporan 100,00

kondisi distribusi, harga,
dan cadangan pangan.

Capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2015 sebesar 99,12
persen, sedikit lebih rendah dibanding tahun 2014 yang mencapai 99,20 persen.
Penurunan capaian kinerja tersebut antara lain disebabkan oleh turunnya capaian kinerja
pada indikator kegiatan lumbung pangan, yaitu dari realisasi 100 persen pada tahun 2014
menjadi 97,04 persen pada tahun 2015.

Capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan tahun 2015 apabila dibandingkan
dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (2010-2014) dapat dilihat pada
Tabel 4. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target kinerja dalam Renstra Pusat
Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun
2015, realisasi pemberdayaan Gapoktan Penguatan LDPM pada tahun 2015 adalah 99,42
persen dengan kategori “berhasil”. Capaian tahun 2015 lebih tinggi dari capaian tahun
2014 sebesar 95,99 persen, serta lebih tinggi dari capaian periode 2010-2014 yang rata-
rata 94,90 persen. Mengacu kepada RKT periode tahun 2010-2015, realisasi jumlah
Gapoktan yang diberdayakan pada periode tersebut mempunyai tren meningkat dari
tahun ke tahun, kecuali realisasi pada tahun 2013 yang mengalami penurunan cukup
tajam (82,3 persen), namun masih dalam kategori “berhasil”. Penetapan target dalam
RKT adalah jumlah Gapoktan per tahunnya yang melaksanakan kegiatan Penguatan
LDPM pada tahap penumbuhan, pengembangan dan kemandiriannya.



Tabel 4. Capaian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2010 - 2015

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Indikator Kinerja Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian Capaian
Utama Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja | Realisasi | Kinerja
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

1. Jumlah 749 Unit 99,9 984 Unit 98,4 1237 Unit 97,79 293 Unit 82,30 359 Unit 95,99 341 Unit 99,42
kelembagaan
distribusi
pangan
masyarakat
yang
diberdayakan.

2. Jumlah 276 Unit 95,83 700 Unit 100,00 | 1037 Unit 99,71 854 Unit 97,94 327 Unit 100 1.673 Unit 97,04
lumbung
pangan yang
diberdayakan.

3. Data dan 11 91,67 16 100,00 16 100,00 32 96,97 33 100,00 35 100,00
informasi Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Lokasi/
pasokan dan Laporan
harga pangan
provinsi.

4. Data dan - - - - 3 Laporan 100,00 | 3 Laporan 100,00 | 7 Laporan 100,00 | 7 Laporan 100,00
informasi
kondisi
distribusi,
harga, dan
cadangan
pangan.




Kegiatan lumbung pangan yang diberdayakan pada tahun 2015 terealisasi 97,63 persen
dengan kategori "berhasil”, namun mengalami penurunan dibanding capaian tahun-tahun
sebelumnya (2011-2014), yang berkisar 97,94 sampai dengan 100 persen. Capaian tahun
2015 hanya sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2010 yang mencapai 95,83 persen. Untuk
jumlah lumbung yang diberdayakan, pencapaian realisasi kinerja tahun 2015 sama
dengan rata-rata capaian tahun 2010-2014 yang masuk kategori "berhasil”.

Capaian kinerja kegiatan data dan informasi pasokan dan harga pangan provinsi pada
tahun 2015 mencapai 100 persen dengan kategori "berhasil”, sama dengan capaian
tahun 2014. Kondisi tersebut jauh lebih baik dibanding capaian tahun 2013 yang hanya
mencapai 96,97 persen serta tahun 2010 yang mencapai 91,67 persen, namun sama
dengan capaian kinerja tahun 2011 dan 2012 yang mencapai 100 persen. Namun apabila
dilihat output capaian kinerja, pada tahun 2015 mencapai 35 laporan, lebih tinggi
dibanding tahun 2014 yang hanya 33 laporan, atau tahun 2013 yaitu 32 laporan, tahun
2011 dan 2012 yaitu 16 laporan, serta tahun 2010 yang hanya 11 laporan.

Kegiatan data dan informasi kondisi distribusi, harga, dan cadangan pangan pada tahun
2015 terealisasi 100 persen dengan kategori "berhasil”, sama dengan capaian tahun
2012-2014. Apabila dilihat volume output kegiatan, capaian pada tahun 2015 sebanyak 7
laporan sama degan volume tahun 2014, namun lebih tinggi disbanding tahun 2012-2013
yang hanya 3 laporan.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan
Pangan Tahun 2015 dengan Target Renstra Tahun 2015-2019

. .. Realisasi Target Renstra
Sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Tahun 2019
Meningkatnya | 1. Jumlah kelembagaan 341 Gapoktan 410 Gapoktan
pemantapan distribusi pangan
distribusi dan masyarakat yang
harga pangan diberdayakan.
2. Jumlah lumbung pangan 1.673 Unit 1.500 Unit
yang diberdayakan.
3. Data dan informasi pasokan 35 Lokasi/ 35 Lokasi/
dan harga pangan. Laporan Laporan
4. Data dan informasi kondisi 7 Laporan 7 Laporan
distribusi, harga, dan
cadangan pangan.

Berdasarkan Renstra Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 2015-2019, pada tahun 2019
target kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang diberdayakan sebanyak 410
Gapoktan. Capaian tahun 2015 atau tahun pertama dari kegiatan sudah mencapai 341
Gapoktan atau sekitar 83,17 persen.

Lumbung pangan yang dibangun sampai dengan Tahun 2015 melalui dana dekonsentrasi

dan DAK Bidang Pertanian pada Tahap penumbuhan adalah sebanyak 1.673 unit
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lumbung. Realisasi tersebut sudah mencapai sekitar 111,53 persen dari target tahun 2019
sebanyak 1.500 unit lumbung.

Kegiatan data dan informasi pasokan dan harga pangan provinsi melalui panel harga
pangan, pencapaian kegiatan pada tahun 2015 sebesar 35 lokasi/laporan, sudah sesuai
target dalam Renstra 2015-2019. Hal ini antara lain disebabkan oleh pentingnya kegiatan
panel harga pagan, sehingga ada penambahan alokasi pendanaan yang mencukupi untuk
pelaksanaan kegiatan di seluruh provinsi. Selain itu, adanya perluasan kegiatan panel
yang awalnya hanya memantau daerah-daerah sentra produksi (padi) berkembangan ke
seluruh daerah (provinsi dan kabupaten/kota), baik produsen atau konsumen.

Kegiatan data dan informasi kondisi distribusi, harga, dan cadangan pangan pada tahun
2015 terealisasi 7 laporan, sudah sesuai dengan target dalam Renstra 2015-2019. Hal ini
disebabkan output kegiatan adalah dari 3 Bidang, yaitu terkait distribusi pangan sebanyak
2 laporan, terkait harga pangan sebanyak 4 laporan, dan terkait cadangan pangan
sebanyak 1 laporan.

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan tahun
2015 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM)

Kegiatan Penguatan LDPM dilaksanakan secara bertahap mulai dari Tahap Penumbuhan,
Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian dan Tahap Pasca Kemandirian. Dukungan
dana Bansos diberikan kepada Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Pengembangan, yaitu
pada tahun pertama sebesar Rp 150 juta dan tahun kedua sebesar Rp 75 juta. Untuk
tahun ketiga Tahap Kemandirian, dukungan yang diberikan berupa pendampingan dan
pembinaan dari pendamping, Tim Teknis dan Tim Pembina.

Mengacu kepada dokumen Perjanjian Kinerja Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
Tahun 2015 (revisi), target kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang
diberdayakan (tahap penumbuhan, pengembangan dan kemandirian) pada Tahun 2015
adalah sebanyak 343 Gapoktan. Jumlah tersebut terdiri dari 203 Gapoktan Tahap
Penumbuhan, 38 Gapoktan Tahap Pengembangan dan 102 Gapoktan Tahap Kemandirian.
Meskipun untuk Gapoktan Tahap Kemandirian sudah tidak menerima bantuan dana
bansos, tetapi masih dilakukan pembinaan yang didanai APBN.

Realisasi pemberdayaan Gapoktan selaku lembaga distribusi pangan pada tahun 2015
adalah 341 Gapoktan atau mencapai 99,42 persen dari target 343 Gapoktan. Jika ditinjau
per tahapnya, realisasi Tahap Penumbuhan Gapoktan adalah 203 Gapoktan atau 100
persen dari target, realisasi pemberdayaan untuk Tahap Pengembangan adalah 36
Gapoktan atau 94,74 persen dari target 38 Gapoktan, dan untuk Tahap Kemandirian
terealisasi 102 Gapoktan atau 87.18 persen dari target 117 Gapoktan.
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Gapoktan yang ditumbuhkan pada tahun 2015 atau Tahap Penumbuhan, seluruhnya
sudah mencairkan dana Bansos yang dialokasikan senilai Rp 150 juta. Sesuai pedoman
kegiatan, dana bansos tersebut digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi gudang,
modal pembelian gabah/jagung bagi kegiatan distribusi pangan dan penyediaan
cadangan pangan. Realisasi dana bansos Penguatan LDPM Tahap Penumbuhan mencapai
100 persen, yaitu tersalur kepada 203 Gapoktan.

Gapoktan Tahap Pengembangan yang ditargetkan sejumlah 38 Gapoktan. Realisasi
pencairan dana Bansos untuk tahap pengembangan tersalur sebanyak 36 Gapoktan atau
94,74 persen. Provinsi yang tidak mencapai 100 persen dalam pencairan dana bansos
Tahap Pengembangan adalah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 Gapoktan.

Pembinaan terhadap Gapoktan Tahap Kemandirian pada Tahun 2015 ditargetkan bagi
117 Gapoktan, namun karena ada 15 Gapoktan pada tahun 2014 yang seharusnya masuk
pada tahap pengembangan tidak memenuhi persayaratan pencairan LDPM, maka pada
tahun 2015 tidak masuk dalam tahap kemandirian, sehingga Gapoktan tahap kemandirian
pada tahun 2015 yang terealisasi hanya 102 Gapoktan atau 87.18 persen.

Berdasarkan Pedoman Kegiatan Penguatan LDPM 2015, setiap Gapoktan pelaksana
kegiatan Penguatan LDPM pada tahun kedua akan dinilai kelayakan dan kesiapannya oleh
Tim Pembina Provinsi untuk melaksanakan Tahap Pengembangan dan menerima dana
bansos tahap pengembangan. Sebanyak 2 (dua) Gapoktan tahap pengembangan di
Sumatera Barat yang tidak terealisasi pencairan dana bansosnya tersebut dinilai belum
memenubhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan, yaitu:

a. Gapoktan belum memenuhi 2 kali putaran modal hingga verifikasi dilaksanakan.
Perputaran modal ini antara lain sebagai tolak ukur kinerja Gapoktan dalam menyerap
gabah dan beras yang diproduksi anggotanya.

b. Kinerja Gapoktan tidak maksimal dalam menjalankan pengembangan usaha dan
dalam mencari peluang kemitraan pemasaran sehingga menghadapi hambatan untuk
meningkatkan volume pemasaran berasnya. Dua Gapoktan tersebut selanjutnya
dibina kembali oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten sehingga pada
tahun selanjutnya dapat kembali dinilai kelayakannya dan dipertimbangkan kembali
untuk mendapatkan dana bansos Tahap Pengembangan.

Sebaran Gapoktan dan jumlah Bansos yang dialokasikan dan pencairan dana Bansos
untuk kegiatan Penguatan-LDPM Tahun 2015 dapat dilihat secara rinci pada Tabel 6.

11



Tabel 6. Realisasi Penyaluran Dana Bansos Penguatan-LDPM Tahap
Penumbuhan dan Tahap Pengembangan Tahun 2015

oo Tahap Penumbuhan Tahap Pengembangan
No | Provinsi Alokasi | Realisasi % Alokasi Realisasi %
1 | Aceh 7 7 100 0 0 -
2 | Sumut 7 7 100 0 0 -
3 | Sumbar 8 8 100 4 2 50
4 | Riau 4 4 100 0 0 -
5 | Kepri 2 2 100 0 0 -
6 | Jambi 3 3 100 0 0 -
7 | Bengkulu 3 3 100 0 0 -
8 | Sumsel 12 12 100 5 5 100
9 | Lampung 11 11 100 6 6 100
10 | Jabar 23 23 100 0 0 -
11 | Banten 8 8 100 3 3 100
12 | Jateng 23 23 100 0 0 -
13 | DIY 6 6 100 4 4 100
14 | Jatim 19 19 100 6 6 100
15 | NTB 7 7 100 0 0 -
16 | NTT 6 6 100 0 0 -
17 | Kalbar 8 8 100 5 5 100
18 | Kalsel 7 7 100 0 0 -
19 | Sulsel 17 17 100 8 8 100
20 | Sulteng 6 6 100 2 2 100
21 | Sulbar 2 2 100 0 0 -
22 | Sultra 3 3 100 0 0 -
23 | Sulut 5 5 100 0 0 -
24 | Gorontalo 4 4 100 0 0 -
Jumlah 203 203 100,00 38 36 94,74

Dibandingkan dengan realisasi pemberdayaan Gapoktan Penguatan LDPM pada tahun
sebelumnya (Tahun 2014), realisasi pencairan dana Bansos Tahun 2015 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Total realisasi pemberdayaan Gapoktan pada Tahun
2014 adalah 90,32 persen, sedang pada tahun 2015 meningkat menjadi 99.17 persen,
seperti terlihat pada Tabel 7.

Jika ditinjau dari jumlah sasaran penguatan LDPM, jumlah Gapoktan pelaksana kegiatan
Penguatan LDPM yang ditumbuhkan pada tahun 2015 meningkat tajam, yaitu 203
Gapoktan dari tahun sebelumnya yang hanya 38 Gapoktan. Pada Tahun 2014, awalnya
ditargetkan dapat ditumbuhkan 75 Gapoktan, namun dalam perjalanannya berkurang
karena adanya kebijakan refocusing anggaran tahun 2014. Peningkatan jumlah Gapoktan
pada tahun 2015 disebabkan pemberdayaan Gapoktan selaku lembaga distribusi pangan
dipandang penting dalam upaya stabilisasi harga pangan di tingkat produsen.
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Tabel 7. Perkembangan Sasaran Penguatan LDPM Tahun 2014-2015

Tahun 2014 Tahun 2015
Tahapan
Target Real. % Target Real. %
Penumbuhan 38 38 100 203 203 100
Pengembangan 117 102 87,12 38 36 94,7
Total 155 140 | 90,32 241 239 | 99,17

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Perkembangan pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM dan keberhasilan yang telah
dicapai pada periode tahun 2010-2015 pelaksanaan kegiatan Penguatan-LDPM seperti
disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perkembangan Sasaran Penguatan-LDPM Periode 2010-2015

Tahun
Tahapan 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015 | Total
Penumbuhan 204 235 281 75 38 203 1.036
Pengembangan 545 237 235 281 117 38 1.453
Kemandirian 0 512 220 224 210 102 1.268
Pasca Mandiri 0 0 512 220 224 210 1.166
Jumlah 749 984 | 1248 800 589 553

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Keterangan: Badan Ketahanan Pangan tidak lagi mendukung pendanaan APBN untuk pembinaan tahap

Pasca Kemandiirian, selanjutnya dibina oleh provinsi dan kabupatan/kota melalui APBD
Perkembangan pelaksanaan Penguatan LDPM tahap penumbuhan yang merupakan tahap
tahun pertama dalam penerimaan bansos LDPM dengan bansos LDPM sebesar Rp. 150
juta telah direalisasikan rata-rata 100 persen. Tahap pengembangan merupakan tahapan
tahun kedua dalam pelaksanaan kegiatan bansos LDPM yang telah memenuhi
persayaratan tahap pengembangan, maka dapat dicairkan bansos LDPM tahap
pengembangan sebesar Rp. 75 juta, dan telah terealisasi rata-rata 90,36 persen. Hal ini
dikarenakan masih ada gapoktan penumbuhan yang belum memenuh persayaratan
sehingga masih ada gapoktan penumbuhan yang belum dapat mencairkan dana LDPM
tahap pengembangan, dan masih dilakukan pembinaan, pengawalan, dan pendampingan
dari aparat kabupaten, propinsi, dan pendamping. Sedangkan pada tahap kemandirian
yang merupakan tahapan tahun ketiga rata-rata 100 persen telah masuk pada tahap
kemandirian dan masih dilakukan pendampingan oleh pendamping gapoktan, dan
pembinaan, pengawalan, pengawasan oleh aparat kabupaten dan propinsi.

Pada Tahap Pengembangan ada peningkatan realisasi pencairan bansos LDPM
disebabkan adanya bansos luncuran untuk tahun berikutnya, sehingga realisasinya
melebihan dari target tahap penumbuhan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2013
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pencairan bansos LDPM penumbuhan sebanyak 75 gapoktan, dan pada tahun 2014 target
pencairan bansos tahap pengembangan sebesar 117 gapoktan karena adanya gapoktan
luncuran tahun sebelumnya dari tahap penumbuhan yang telah dibina dan dapat
memenuhi persayaratan masuk tahap pengembangan.

Perkambangan target dan realisasi bansos LDPM tahap penumbuhan, pengembangan,
kemandirian, dan pasca mandiri selama tahun 2010-2015 terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Perkambangan Bansos LDPM Tahap Penumbuhan, Pengembangan,
Kemandirian, dan Pasca Mandiri Tahun 2010-2015

Target (Gapoktan) Realisasi (Gapoktan) Persentase (%)

Tahun | Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap Tahap
Penum | Pengem- | Keman- | Penum- | Pengem- | Keman- | Penum- | Pengem- Keman-
buhan bangan dirian buhan bangan dirian buhan bangan dirian

2009 546 0 0 545 0 0 99.82 0 0
2010 204 545 0 204 512 0 100.00 93.94 0
2011 235 237 512 235 220 512 100.00 92.83 100.00
2012 281 235 220 281 224 220 100.00 95.32 100.00
2013 75 281 224 74 210 224 98.67 74.73 100.00
2014 38 117 219 38 102 210 100.00 87.18 100.00
2015 203 38 102 203 36 102 100.00 94.74 100.00
Total 1,582 1,453 1,277 1,580 1,313 1,277 99.87 90.36 100.00

Keterangan:

Th. 2009 : 1 Gapoktan Tahap Penumbuhan kembali ke kas negara (546-1=545).

Th. 2010 : 33 Gapoktan Tahap Pengembangan kembali ke kas negara.

Th. 2011 : 33 Gapoktan Tahap Pengembangan luncuran dari tahun 2010 (204+33=237).

Th. 2012 : 17 Gapoktan Tahap Pengembangan kembali ke kas negara.

Th. 2013 : 1 Gapoktan Tahap Penumbuhan kembali ke kas negara, 56 Gapoktan Tahap Pengembangan ada
penghematan dan 15 gapoktan tidak lulus tahap pengembangan dan kembali ke kas negar

Th. 2014 : 43 Gapoktan Tahap Pengembangan luncuran dari tahun 2012 (74+43)=117).

Th.2015 : 2 Gapoktan Tahap Pengembangan kembali ke kas Negara.

Tahap Penumbuhan (Tahun I) pada tahun 2015 dilaksanakan di 25 (dua puluh lima)
provinsi dengan mempersiapkan dan/atau menumbuhkan 203 (dua ratus tiga) Gapoktan,
Tahap Pengembangan (Tahun II) di 8 (delapan) provinsi untuk mengembangkan 38 (tiga
puluh delapan) Gapoktan, dan Tahap Kemandirian (Tahun III) di 15 (lima belas) provinsi
untuk memberdayakan 102 (seratus dua) Gapoktan Tahap Penumbuhan tahun 2013 dan
luncuran dari Gapoktan tahun 2012.

2. Jumlah Lumbung Pangan yang Diberdayakan

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat yang di biayai
melalui dana dekonsentrasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan vyaitu Tahap
Penumbuhan, Tahap Pengembangan, daan Tahap Kemandirian. Tahap Penumbuhan
mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui Dana Alokasi

Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Tahap Pengembangan mencakup identifikasi kelompok
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lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan, sedangkan Tahap Kemandirian
mencakup penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok. Alokasi bansos
Tahap Pengembangan sebesar 20 juta untuk pengisian cadangan pangan, dan Tahap
Kemandirian sebesar 20 juta untuk pengembangan usaha.

Pada tahun 2015, total kegiatan pengembangan cadangan pangan melalui DAK Bidang
Pertanian Tahun 2015 terdiri dari Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian telah
dibangun Lumbung Pangan sebanyak 1.724 unit. Tahap Pengembangan dilaksanakan di
31 provinsi sebanyak 1.630 kelompok, dan Tahap Kemandirian dilaksanakan di 13
provinsi sebanyak 94 kelompok seperti terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Perkembangan Kelompok Pelaksana Pengembangan Lumbung
Pangan Masyarakat Tahun 2009 — 2015

Tahapan TAHUN (Jumlah Kelompok)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015
Penumbuhan 276 690 681 9 838 887 0
Pengembangan > - » L—| 1630
275 425 620 -7 247 94
Kemandirian —> — |, 94
275 408 607 2331

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Sampai dengan 31 Desember 2015, dana bansos kegiatan Pengembangan Cadangan
Pangan Masyarakat sebesar Rp 33,46 Milyar telah terealisasi sebesar 97,43 persen yang
dialokasikan kepada 1.673 kelompok lumbung pangan atau 97,43 persen dari target.
Realisasi dana bansos tersebut terdiri dari Tahap Pengembangan sebesar Rp 31,62 milyar
untuk 1.581 kelompok atau 96,99 persen dari target, dan Tahap Kemandirian Rp 1,84
milyar untuk 92 kelompok atau 97,87 persen dari target. Alokasi sasaran fisik kegiatan
pengembangan lumbung pangan sejak tahun 2009-2015 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Perkembangan Kelompok Pelaksana Pengembangan Lumbung
Pangan Masyarakat Tahun 2015

Tahapan Target Awal | Realisasi SP2D Persen
Pengembangan 1.630 1.581 96,99
Kemandirian 94 92 97,87

Total 1.724 1.673 97,43

Sumber : Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan

Hasil pemantauan dan pelaporan dari provinsi sampai dengan tanggal 31 Desember 2015,
dari 33 provinsi pelaksana kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat, dari
laporan kondisi cadangan pangan di kelompok lumbung pangan masyarakat yang
disampaikan oleh provinsi dapat diketahui bahwa stok awal dan pengadaan pada bulan
September terdiri dari gabah sebesar 13.412.921 kg Gabah Kering Giling (GKG), beras
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sebesar 1.586.160 kg dan pangan pokok lainnya (jagung atau sagu) sebesar 353.292 kg.
Dari pengadaan gabah sebanyak 13.412.921 kg GKG telah disalurkan kepada anggotanya
sebanyak 2.382.319 kg GKG, sehingga masih ada total stok gabah di gudang kelompok
sebesar 11.060.317 kg GKG. Sedangkan untuk beras dari pengadaan sebanyak 1.586.160
kg, telah disalurkan kepada anggota sebanyak 883.031 kg, sehingga total stok beras
yang ada di gudang kelompok sebesar 703.129 kg. Sementara itu untuk bahan pangan
pokok lainnya, dari pengadaannya sebanyak 353.292 kg, telah disalurkan ke anggota
sebesar 305.475 kg, sehingga stok yang ada di lumbung kelompok adalah 47.817 kg.

3. Laporan Hasil Data dan Informasi Pasokan dan Harga Pangan Strategis

Dalam rangka analisis harga dan pasokan pangan strategis, Pusat Distribusi dan
Cadangan Pangan pada tahun 2015 melakukan kegiatan pengumpulan dan pemantauan
harga dan pasokan pangan ditingkat provinsi/kabupaten/kota melalui metode Panel
Harga Pangan. Kegiatan Panel Harga Pangan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi
harga dan pasokan pangan secara cepat, tepat dan akurat sebagai bahan deteksi dini
terjadinya gangguan harga dan pasokan pangan. Selain itu, melalui kegiatan Panel Harga
Pangan, data dan informasi yang diperoleh dapat dijadikan sebagai salah satu bahan
pertimbangan pimpinan dalam merumuskan dan pengambilan kebijakan terkait pangan.

Kegiatan panel harga pangan tahun 2015 merupakan kelanjutan dari kegiatan panel
tahun sebelumnya yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010, dengan beberapa
pengembangan dan penyempurnaan. Perubahan dan pekembangan kegiatan panel harga
pada tahun 2015 antara lain penambahan lokasi kegiatan, dari 267 kabupaten/kota di 33
provinsi pada tahun 2014 menjadi 270 kabupaten/kota di 34 provinsi sampai pada tahun
2015 (Maret-Juni) atau naik 1,12 persen, dan sejak Juli-Desember 2015 bertambah
menjadi 514 kabupaten/kota di 34 provinsi atau naik 92,51 persen. Selain itu,
penambahan petugas pemantau data (enumerator) baik di provinsi mapun kabupaten/
kota, dari 553 orang pada tahun 2014 menjadi 557 orang pada tahun 2015 (Maret-Juni)
atau naik 0,72 persen, dan sejak Juli-Desember 2015 meningkat menjadi 977 orang atau
naik 77,03 persen. Hal ini menunjukkan pentingnya kegiatan Panel Harga Pangan yang
memonitor perkembangan harga dan pasokan pangan strategis, baik ditingkat produsen
(petani) maupun konsumen (masyarakat) sehingga dengan dukungan pendanaan dapat
dialokasikan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

Pada Tahun 2015, pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan ditargetkan di 34 provinsi.
Dari target tersebut, terealisasi 100 persen sehingga dapat dikatakan pencapaian kinerja
Data/Informasi Pasokan dan Harga Pangan Provinsi tersebut dikategorikan berhasil.
Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, realisasi tahun 2015 lebih baik, meskipun
sama-sama terealisasi 100 persen, namun apabila dilihat volume lokasi kegiatan dan
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petugas pemantau data (enumerator) jauh bertambah banyak, dari 267 kabupatan/kota
menjadi 514 kabupaten/kota atau terealisasi 190,37 persen, dan dari 553 orang menjadi
997 orang atau terealisasi 180,29 persen. Begitu juga apabila dibandingkan pelaksanaan
kegiatan sejak tahun 2010-2014, terlihat bahwa lokasi kegiatan panel di provinsi maupun
kabupaten/kota terus meningkat dengan laju pertumbuhan 30,32 persen (provinsi) dan

56,21 persen (kabupaten/kota) seperti terlihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Pelaksanaan Kegiatan Laporan Data/Informasi Pasokan dan Harga

Pangan Provinsi Tahun 2010-2015

Jumlah Provinsi Pelaksana

Jumlah Kab/Kota Pelaksana

Tahun
Target | Realisasi % Target | Realisasi %
2010 12 11 91.67 60 60 100.00
2011 16 16 100.00 78 78 100.00
2012 16 16 100.00 140 140 100.00
2013 33 32 96.97 258 262 101.55
2014 33 33 100.00 267 308 115.36
2015 34 34 100.00 270 514 190.37
Pertb/th (%) 28.52 30.32 39.68 56.21

Secara rinci, perkembangan lokasi dan jumlah petugas enumerator kegiatan Panel Harga

Pangan pada Tahun 2014-2015 seperti terlihat pada Tabel 13.

Output dari pelaksanaan kegiatan Panel Harga Pangan Tahun 2015 yaitu:

a. Laporan Panel Harga Pangan Tahun 2015 di pusat sebanyak 1 laporan.

b. Panduan Teknis Panel Harga Pangan Tahun 2015 sebanyak 1 paket.

¢. Modul Panel Harga Pangan Tahun 2015 sebanyak 1 paket.

d. Database harga dan pasokan pangan strategis on line yang bisa diakses masyarakat
dengan website http://panelhargabkp.deptan.go.id/smspanel/, menampilkan data dan
informasi dari 34 provinsi sebanyak 1 paket.
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Tabel 13. Lokasi dan Petugas Enumerator Pelaksana Kegiatan Panel Harga
Pangan Tahun 2013-2015

No Provinsi Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 (Maret-Juni) | Tahun 2015 (Juli-Des)
Kab/Kota |Enumerator |Kab/Kota |Enumerator |Kab/Kota |Enumerator [Kab/Kota|Enumerator

1|Banten 6 15 6 15 6 15 8 19
2|Jawa Barat 18 45 20 47 20 47 27 61
3|Jawa Tengah 15 38 15 35 15 35 35 75
4|DI Yogyakarta 5 14 5 14 5 14 5 14
5{Jawa Timur 18 45 17 45 17 45 38 87
6|Sumatera Utara 12 29 14 31 14 31 3 69
7|Sumatera Barat 10 25 10 25 10 25 19 43
8|Riau 9 10 10 1 10 1 12 15
9|Lampung 10 27 1 25 1 25 15 33
10{Kalimantan Barat 7 14 6 13 6 13 14 29
11|Kalimantan Selatan 1 27 1 28 1 28 13 32
12(Sulawesi Utara 7 8 7 14 7 14 15 30
13(Sulawesi Selatan 15 36 16 39 16 39 24 55
14|NTB 10 21 10 24 10 24 10 24
I5NTT 9 10 10 11 10 1 22 23
16|Maluku 9 9 9 10 9 10 1 12
17|Aceh 8 9 9 20 9 20 23 48
18|Kepulauan Riau 3 4 4 5 4 5 7 5
19|Bengkulu 4 9 6 1 6 1 10 19
20|Jambi 5 10 6 13 6 13 1 23
21|Sumatera Selatan 7 17 7 18 7 18 17 38
22|Bangka Belitung 4 7 4 5 4 5 7 1
23(DKI Jakarta 5 6 5 6 5 6 6 8
24|Kalimantan Tengah 6 11 6 13 6 13 14 29
25|Kalimantan Timur 6 8 6 7 6 7 10 1
26|Sulawesi Tenggara 5 9 5 10 5 10 17 34
27|Sulawesi Barat 5 6 5 6 5 6 6 8
28|Sulawesi Tengah 6 15 6 1 6 1 13 25
29|Gorontalo 6 11 5 15 5 15 6 17
30|Bali 4 9 4 9 4 9 19
31|Maluku Utara 5 6 6 7 6 7 10 1
32(Papua Barat 4 4 3 4 3 4 13 14
33|Papua 0 0 3 6 3 6 29 R
34|Kalimantan Utara 0 0 0 0 3 4 5 6
Total 254 514 267 553 270 557 514 979

Pertbh/th (%) 5,12 7,59 1,12 072| 9251 71,03

Sumber: Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, 2015
18



4. Laporan Kondisi Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan

Laporan kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan merupakan salah satu indikator
kinerja utama tahun 2015 yang berjumlah 7 (tujuh) laporan. Laporan ini merupakan
laporan akhir tahun dari 3 (tiga) Bidang (Eselon III) yang ada di Pusat Distribusi dan
Cadangan Pangan. Hasil pencapaian kinerjanya mencapai 100 persen dari target (7
laporan), yaitu: (a) Analisis Kelembagaan Distribusi Pangan; (b) Kajian Efisiensi Rantai
Distribusi Pangan; (c) Laporan Analisis Harga Pangan Tingkat Produsen; (d) Laporan
Analisis Harga Pangan Tingkat Konsumen; (e) Laporan Monev Pasokan dan Harga Pangan
Strategis/Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional; (f) Penyusunan Prognosa Neraca

Pangan; dan (g) Laporan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah.

Capaian tahun 2015 sebesar 100 persen sama dengan capaian tahun 2014, vyaitu
sebanyak 7 laporan. Pengukuran capaian indikator kinerja utama yaitu laporan kondisi

distribusi, harga, dan cadangan pangan secara rinci sebagai berikut:
4.1. Analisis Kelembagaan Distribusi Pangan

Analisis Kelembagaan Distribusi Pangan dilaksanakan dalam rangka pengembangan
kemitraan usaha gapotan, khusus pada komoditas beras, jagung, dan kedelai yang
diusahakan oleh gapoktan dengan mitra gapoktan. Dalam konteks ini, Gapoktan sebagai
organisasi milik petani dapat berperan dalam pemasaran beras, jagung dan kedelai.
Untuk menciptakan sistem pemasaran yang sehat dan menarik bagi semua pelaku, maka
perlu dikembangkan pola kemitraan yang saling menguntungkan. Pemberdayaan
Gapoktan selaku lembaga distribusi pangan masyarakat diharapkan dapat mendukung
aspek pemasaran dan agribisnis padi, jagung, dan kedelai. Untuk dapat berkembangnya
sistem dan usaha agribisnis diperlukan penguatan kelembagaan baik kelembagaan petani,
maupun kelembagaan usaha dan pemerintah agar dapat berfungsi sesuai dengan
perannya masing-masing.

Potensi dan kendala Gapoktan dalam membentuk kemitraan sebagai salah satu bentuk
pemberdayaan petani. Gapoktan sebagai wadah atau gabungan dari kelompok tani
memiliki kendala operasional di lapangan, antara lain yaitu: (a) kurang dapat melakukan
kegiatan pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran hasil produksinya secara mandiri; (b)
belum dapat mengendalikan kestabilan harga gabah/beras dan jagung di wilayah sentra
produksi pada saat terjadi panen raya; dan (c) belum mampu memenuhi kekurangan
pangan (beras) pada saat musim paceklik ataupun saat gagal panen. Melihat kondisi
tersebut, gapoktan memerlukan adanya kemitraan untuk pengembangan pengadaan dan
pemasaran beras, jagung, dan kedelai.
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Gapoktan mempunyai potensi besar untuk melaksanakan kemitraan, pengembangan
jejaring kemitraan usaha merupakan salah satu langkah dalam pengembangan usaha
yang bertujuan agar gapoktan dapat menjadi lembaga yang mampu mengakses peluang
yang lebih besar. Kemitraan gapoktan harus didirikan atas dasar /nterdependency antara
gapoktan dan mitra kerjanya, dalam arti ada keterikatan yang saling menguntungkan.
Hubungan kerjasama usaha antara gapoktan dengan mitranya juga harus didorong untuk
diwujudkan melalui kontrak tertulis sehingga ada kepastian perencanaan produksi dan
pemasaran serta tertulis jaminan hukum dalam menjalankan usaha, sehingga kontrak
tertulis dinilai dapat meminimalkan resiko usaha yang harus dihadapi gapoktan.

Permasalahan yang mendasari kegiatan Analisis Kelembagaan Distribusi Pangan adalah:
(1) Bagaimana kinerja kemitraan agribisnis gapoktan di wilayah sentra dan non sentra
produksi padi, jagung, dan kedelai yang selama ini berlangsung pada gapoktan dalam
pengembangan kelembagaan distribusi pangan; (2) Manfaat apa yang diperoleh masing-
masing pihak dari kemitraan agribisnis khususnya ditinjau dari keuntungan finansial; dan
(3) Bagaimana model kemitraan agribisnis Gapoktan di wilayah sentra dan non sentra
produksi komoditas padi, jagung, dan kedelai yang sebenarnya dibutuhkan oleh gapoktan
dalam pengembangan kelembagaan distribusi pangan ke depan.

Kegiatan Analisis Kelembagaan Distribusi Pangan dilaksanakan secara swakelola dengan
metode pengumpulan dan pemantauan dilaksanakan melalui pendekatan survey dan
wawancara, yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Desember 2015,
dengan fokus pada komoditas padi, jagung, dan kedelai. Untuk setiap komoditas dipilih
lokasi (kabupaten), yang mewakili lokasi surplus dan non surplus. Tempat kajian untuk
komoditas padi dilaksanakan di Kabupaten Grobogan (Jawa Tengah) serta Kabupaten
Karawang dan Subang (Jawa Barat) sebagai provinsi sentra produksi padi, dan Provinsi
DI Yogyakarat sebagai provinsi yang bukan sentra produksi padi, namun permintaan
konsumsi beras cukup tinggi atau melebihi kemampuan produksinya.

Untuk komoditas jagung, studi dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut (Kalimantan
Selatan) sebagai kabupaten sentra produksi jagung dimana di wilayah tersebut terdapat
pabrik pengolah jagung (pabrik pakan), dan Kabupaen Gorontalo (Gorontalo) yang juga
sentra produksi namun konsumsi dan pengolahannya belum cukup. Untuk komoditas
kedelai, studi dilaksanakan di Kabupaten Grobogan (Jawa Tengah) dan Kabupaten
Indramayu (Jawa Barat) sebagai kabupaten sentra produksi serta daerah konsumsi
kedelai, dan Kabupaten Lampung Timur (Lampung) sebagai kabupaten sentra produksi
kedelai tetapi bukan daerah konsumsi kedelai.

Lokasi dipilih secara sengaja (Purposive), yaitu sehubungan dengan lokasi-lokasi tersebut
merupakan daerah sentra dan non sentra komoditas padi, jagung, dan kedelai yang hasil
produksinya besar dan peluang untuk dikembangkan sangat besar.
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Populasi merupakan seluruh Gapoktan di provinsi yang telah menjalin kemitraan.
Sedangkan sampel studi dipilih secara purposive sesuai dengan kebutuhan studi, dengan
mempertimbangkan keragaman kinerja dan keberhasilannya dalam menjalin kemitraan.
Proses penarikan sampel diambil dengan cara stratifikasi, di mana sampel diperolah dari
sentra produksi dan non sentra produksi di wilayahnya.

Jumlah sampel yang diambil yaitu 30 responden untuk mitra gapoktan, terdiri dari 13
responden mitra komoditas beras, 10 mitra kedelai, dan 7 mitra jagung. Sedangkan
sampel untuk gapoktan terdiri dari 26 responden, terdiri dari 9 responden gapoktan
beras, 9 gapoktan kedelai, dan 8 gapoktan jagung. Hal ini diperoleh dari perhitungan
sampel dengan menggunakan metode cluster yang mengelompokkan responden
berdasarkan komoditas beras, jagung, atau kedelai.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi dari lapangan,
dengan wawancara langsung di lapangan dengan gapoktan dan mitranya, juga dilakukan
penggalian data melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD dilaksanakan untuk
mengumpulkan data melalui pendapat dari beberapa ahli dan stakeholder terkait.

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari
wawancara langsung dengan menggunakan kuisioner dengan pihak Gapoktan dan
mitranya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai laporan, statistik di instansi
terkait, studi pustaka, jurnal, laporan kajian, majalah dan internet yang relevan.

Hasil analisis penggalian data dan informasi di lapangan diperoleh kesimpulan yaitu:

(1) Keberhasilan usaha gapoktan sebagai pelaku distribusi padi, jagung, dan kedelai
bervariasi, yang cukup berhasil adalah Gapoktan pelaku distribusi beras di Provinsi DI
Yogyakarta serta untuk jagung di Kabupaten Tanah Laut (Kalimantan Selatan) dan
Kabupaten Gorontalo. Gapoktan telah mampu menjadi pelaku usaha yang membantu
pemasaran hasil produksi petani. Dalam kasus beras telah berhasil dipasarkan dengan
kerjasama dengan mitra di Jakarta, sedangkan untuk jagung ke pabrik pengolahan
pakan ternak. Namun, karena pangsa pasar yang dijalankan gapoktan belum besar,
maka gapoktan belum dapat mengendalikan harga komoditas di tingkat petani.

(2) Untuk usaha distribusi, kemitraan telah memberikan keuntungan baik kepada
gapoktan maupun mitranya. Pendapatan usaha gapoktan pada pelaku distribusi
jagung pipilan kering untuk bahan pakan ternak telah mencapai puluhan juta rupiah
setahun. Peluang pengembangan ke depan masih sangat besar, karena industri pakan
ternak masih membutuhkan bahan baku yang besar dan sulit dipenuhi dari wilayah
setempat. Untuk itu, gapoktan semestinya dikembangkan kapasitasnya untuk dapat
mengambil peluang ini dengan optimal.
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®3)

(4)

(5)

(6)

Untuk komoditas kedelai belum ditemukan kasus gapoktan yang berhasil, bahkan
pelaku perdagangan kedelai petani di Provinsi Lampung masih didominasi oleh pelaku
individual. Hal ini disebabkan karena secara ekonomi komoditas kedelai belum mampu
memberikan margin tata niaga yang cukup, sehingga tidak mampu mencukupi
kebutuhan tata niaga jika Gapoktan menjadi pelaku distribusinya. Kedelai lokal yang
ditanam petani di lokasi studi yakni di Kabupaten Lampung Timur kurang
menguntungkan bagi petani karena produksi yang rendah, sedangan kualitas juga
belum memadai karena lemahnya prasarana pasca panen di tingkat petani. Kedelai
lokal ini kalah bersaing dengan kedelai impor.

Keberhasilan gapoktan terbantu dengan adanya bantuan permodalan dan sarana dari
berbagai pihak, salah satunya dari kegiatan Penguatan-LDPM. Dengan bantuan ini,
maka gapoktan dapat menjalan usaha pengolahan, penyimpanan, dan pemasaran.
Bahkan beberapa Gapoktan juga melayani petani dari luar desa, dengan bekerja sama
dengan kelompok tani di desa tersebut.

Pola kemitraan yang banyak berjalan adalah pola kontrak dan dagang umum dan
subkontrak. Namun demikian, kerjasama umumnya masih berlangsung dalam pola
yang non formal. Hal ini membuat posisi gapoktan masih lemah di depan mitra.
Penyebabnya adalah gapoktan sebagian besar merupakan organisasi yang belum
berbadan hukum. Gapoktan sebagai pemasok diperlakukan sama dengan pelaku-
pelaku lain, dan masih berbasis kepada murni relasi pasar.

Hasil Analisis Faktor mendapatkan adanya tiga faktor yang mempengaruhi
pembentukan model kemitraan pada gapoktan. Faktor tersebut adalah: (a) Faktor
jumlah mitra yang berjalan; (b) Faktor keberhasilan mengelola bantuan; dan (c)
Faktor jumlah kelompok tani sebagai anggota gapoktan. Ditemukan pula dua faktor
yang mempengaruhi pembentukan model kemitraan pada pihak mitra Gapoktan,
yaitu: (a) Faktor penentuan kualitas produk; dan (b) Faktor jumlah supplier.

Implikasi Kebijakan yang mestinya dilaksanakan dari hasil Analisis Kelembagaan Distribusi
Pangan antara lain yaitu:

(1)

Ke depan banyak dukungan yang harus diberikan agar gapoktan memiliki kemampuan
yang lebih dengan fungsi ke dalam dan keluar. Ke dalam, gapoktan sebagai
intergroup organization mesti dapat mengkonsolidasikan dan menjadi pihak yang
menyatukan sumber-sumber daya alam organisasinya sendiri sehingga dapat
merumuskan dan menjalankan manajemen yang lebih akuntabel denga petani dan
kelompok tani anggotanya sendiri. Selama ini belum diperoleh manajemen internal
organisasi yang sistematis dan terbuka. Salah satu cirinya adalah banyak
bercampurnya usaha gapoktan (lembaga) dengan “usaha ketua gapoktan” (individu).
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(2) Upaya pemberdayaan gapoktan mendapatkan suasana yang baik dengan lahirnya UU
No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Melalui UU ini,
dalam konteks perlindungan, maka gapoktan sebagai organisasi milik petani akan
dibantuk dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan
sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi
biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sementara dari sisi pemberdayaan juga akan
ditingkatkan kemampuannya untuk melaksanakan usaha yang lebih baik melalui
pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan
sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian,
kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan
kelembagaan petani.

(3) Perlindungan dan pemberdayaan petani melalui organisasi-organisasi miliknya sendiri
merupakan sebuah strategi yang tepat, sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Ayat 3
dalam UU No.19 Tahun 2013, dimana disebutkan strategi pemberdayaan petani, salah
satunya melalui penguatan kelembagaan petani.

(4) Penguatan gapoktan tidak dapat dilakukan hanya kepada organisasi gapoktan itu
sendiri. Secara keorganisasian, gapoktan merupakan organisasi yang berdiri di
tengah, dalam posisinya sebagai organisasi level kedua atau /intergroup organization
yang tugasnya mengkonsolidasikan usaha ekonomi anggotanya, yakni kelompok-
kelompok tani sedesa. Dengan kata lain, gapoktan yang kuat hanya bisa tercipta jika
kelompok taninya juga kuat secara keorganisasian atau telah mencapai apa yang
disebut dengan mature organization.

4.2. Kajian Efisiensi Rantai Distribusi Pangan

Upaya peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya padi, jagung, dan kedelai tetap
menjadi prioritas pembangunan pertanian nasional untuk menjamin ketersediaan pangan
masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan ketahanan
pangan nasional. Salah satu upaya peningkatan produksi tersebut adalah melalui kegiatan
UPSUS (Upaya Khusus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai.

Keberhasilan upaya peningkatan produksi tidak cukup hanya didukung pada sisi on farm,
namun dukungan pada sisi off farm juga diperlukan untuk menjamin keberlanjutan
program, terutama dalam hal pemasaran. Kajian Efisiensi Rantai Distribusi Pangan yang
bertujuan untuk menganalisis efisiensi rantai distribusi beras, jagung dan kedelai. Kinerja
distribusi pangan sangat menentukan tingkat kesejahteraan petani serta masyarakat.

Pendekatan rantai distribusi memungkinkan diketahuinya kinerja pada beberapa level
pasokan. Informasi tentang kinerja rantai distribusi bisa menjadi input penting bagi
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perumusan kebijakan yang efektif dan relevan. Kajian ini akan memberi landasan tentang
perlu tidaknya opsi baru bagi kebijakan rantai pasokan beras, jagung, dan kedelai untuk
mengatasi permasalahan yang ada dengan merubah kebijakan yang telah ada.

Kajian dilakukan dengan studi deskriptif wilayah surplus dan wilayah defisit serta
penghitungan kinerja rantai pasok dan nilai tambah dengan metode Hayami dan
kombinasi SCOR-AHP. Analisis kinerja dihitung dengan cara membandingkan nilai metrik
kinerja.

Survei lapang dilakukan di empat provinsi, untuk komoditas beras wilayah yang disurvei
adalah: Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. DKI Jakarta di
pilih karena merupakan daerah konsumsi beras terbesar di Indonesia. Survei lapang
untuk komoditas jagung dilakukan di empat provinsi, yaitu: Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Sementara survei lapang untuk komoditas kedelai
dilakukan di empat provinsi yaitu: Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Penghitungan kinerja pelaku rantai pasok beras didasarkan pada bobot metrik yang
diperoleh melalui pengisian kuesioner pada FGD kedua di ketiga provinsi. Berdasarkan
pendapat para pakar yang hadir dalam FGD, diperoleh bahwa bobot untuk metrik
berbeda-beda untuk masing-masing provinsi, hamun pendapat pakar sama untuk
beberapa metrik Kesesuaian dengan Standar Mutu, Siklus Pemenuhan Pesanan, Kinerja
Pengiriman, dan Persen Pemenuhan Pesan.

a. Kajian Efisiensi Rantai Distribusi Beras

Beras sebagai bahan pangan pokok sudah merupakan produk strategis yang harus
dikelola sebaik mungkin baik menyangkut aspek volume pasokan, distribusi, harga dan
mutunya. Dari sisi volume pasokan haruslah diupayakan jangan sampai terjadi
kekurangan dan/ atau fluktuasi harga. Problematika pengadaan beras bagi kebutuhan
domestik hingga kini masih merupakan problem besar yang tampaknya cenderung akan
semakin kompleks mengingat kebutuhan terhadap beras meningkat terus mengikuti laju
pertambahan penduduk. Sementara itu konsumen pun cenderung memilih beras
berkualitas premium seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan ataupun status
sosial. Oleh karena itu, keberadaan rantai distribusi beras yang berkinerja tinggi menjadi
penting agar distribusi beras ini dapat dipastikan lancar hingga ke konsumen. Untuk itu di
lakukan kajian Efisiensi Rantai Distribusi Beras dengan tujuan menganalisis kinerja rantai
pasok beras.

Berdasarkan hasil kajian terhadap 3 pelaku rantai pasok beras, apabila dibandingkan
kinerja petani antar provinsi, maka kinerjanya dikategorikan “sangat kurang”. Adapun
kinerja pedagang antar propinsi berada pada level sedang-kurang, yaitu pedagang di
Provinsi Sumatera Selatan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan di Provinsi Jawa

Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk penggilingan di Provinsi Jawa Barat memiliki
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keunggulan kinerja dibandingkan dengan kedua propinsi lainnya. Apabila dibandingkan
antar pelaku di ketiga propinsi, penggilingan padi merupakan pelaku dalam rantai
distribusi yang perlu ditingkatkan kinerjanya. Penggilingan padi masih banyak yang
bekerja dibawah kapasitas terpasangnya karena keterbatasan pasokan. Kinerja
pengiriman yang mencapai 100 persen juga merupakan indikasi bahwa pasokan selalu
diserap oleh pengilingan padi dan/atau pedagang. Untuk meningkatkan pasokan ini maka
diperlukan peningkatan produksi petani. Dalam hal usaha penggilingan, apabila
dibandingkan antar rantai pasok (antar propinsi), Provinsi Sulawesi Selatan memiliki
kinerja yang terrendah dibandingkan dua propinsi lainnya, seperti terlihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Rangkuman Kinerja Anggota Rantai Pasok Beras dari Tiga Provinsi

Pelaku Rantai Sumatra Selatan Jawa Barat Sulawesi Selatan
Pasok
Penggilingan Padi 88,09 Baik 87,04 Baik 80,27 Sedang
Petani Padi 91,32 Baik 94,45 Sangat baik | 94,63 Sangat baik
Pedagang Padi 99,30 | Sangat baik | 90,38 Baik 96,80 Sangat baik

Provinsi Sumatera Selatan dapat dikategorikan memiliki kinerja Baik. Provinsi Jawa Barat,
kinerja rantai distribusi beras dapat dikategorikan memiliki kinerja Sedang. Provinsi
Sulawasi Selatan, kinerja rantai distribusi beras dapat dikategorikan memiliki kinerja
Kurang. Dari hasil kajian efisiensi rantai distribusi beras tersebut menghasilkan dua buah
rekomendasi strategi yang ditujukan untuk memperoleh rantai distribusi beras yang
mampu memenuhi kebutuhan beras pada harga yang terjangkau, kualitas yang baik,
pada waktu dan tempat yang tepat.

Strategi yang pertama tersebut adalah strategi Efisiensi, dimana aksi-aksi yang
direkomendasikan difokuskan pada peningkatan kinerja pada sumberdaya, proses dan
faktor pendukung yang telah ada saat ini untuk menurunkan biaya dan/atau
meningkatkan nilai tambah. Strategi yang kedua adalah strategi Fleksibilitas dimana aksi-
aksi yang direkomendasikan difokuskan pada pengembangan sumberdaya, proses dan
faktor pendukung secara proaktif sehingga rantai distribusi lebih cepat (agile), dan lebih
tahan (resilience) terhadap perubahan-perubahan di faktor eksternal.

b. Kajian Efisiensi Rantai Distribusi Jagung

Jagung merupakan tanaman yang dibudidayakan petani sebagai tanaman utama, dan
sebagian lagi sebagai tanaman rotasi setelah tanaman padi. Seiring dengan
berkembangnya agroindustri ternak unggas, permintaan terhadap jagung cenderung
meningkat terus dan laju produksi jagung domestik tidak dapat mengimbangi laju

peningkatan permintaannya.
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Pertumbuhan industri peternakan unggas sangat cepat karena didorong oleh
pertumbuhan permintaan akan daging ayam dan telur ayam. Kebutuhan jagung sebagai
komponen utama produksi pakan ternak belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produksi
dalam negeri, sehingga harus diimpor. Selain kebijakan yang berhubungan dengan impor,
pemerintah dapat melakukan kebijakan lain yang dapat mengurangi biaya pemasaran per
unit melalui perbaikan rantai pasok jagung. Oleh karena itulah, Kajian Efisiensi Rantai
Distribusi Jagung dilakukan dalam rangka mendukung rantai pasok jagung.

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum kondisi distribusi komoditi jagung yang
ada di Propinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan
kedua propinsi lainnya. Hal ini sangat dimungkinkan karena jumlah produksi jagung di
Propinsi Sulawesi Selatan jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan jagung untuk industri
pakan. Jumlah dan kapsitas industri pakan di Propinsi Sulawesi Selatan lebih kecil
dibandingkan yang ada di Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mengingat jumlah
agroindustri pakan ternak sebagai pengguna utama jagung di Propinsi Jawa Timur adalah
yang terbesar, dan agroindustri pakan ternak memerlukan kontinyuitas pasokan dalam
jumlah dan kualitas yang stabil, rendahnya kinerja rantai pasok di tingkat petani dan
pengepul di Jawa Timur menyebabkan pasokan jagung diperoleh dari luar provinsi dan/
atau impor. Dalam kaitan ini maka pedagang besar merupakan pelaku utama yang
mempunyai kemampuan, sehingga kinerja responden pedagang di Provinsi Jawa Timur
masuk katagori baik.

Industri pakan di Provinsi Jawa Timur sangat kurang yang disebabkan oleh rendahnya
kinerja fleksibilitas dan asset. Rendahnya kedua indikator tersebut pada kinerja industry
pakan di Jawa Timur lebih banyak disebabkan jumlah produksi pakan berbasis jagung
yang dihasilkan umumnya disesuaikan atau didasarkan atas jumlah peternak unggas yang
merupakan plasma dari industri pakan mereka. Hal ini merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan kurangnya atribut fleksibilitas dalam rangka memenuhi pesanan pakan
ternak yang ada diluar perencanaan.

Dari kajian tersebut dihasilkan rekomendasi sebagai berikut:

(1) Peningkatan produksi jagung tidak cukup dengan insentif input berupa sarana
produksi (program UPSUS), tetapi juga insentif output untuk menjamin harga jagung
petani. Pemerintah daerah perlu membuat harga refenensi jagung mengacu pada
harga referensi nasional sebagai upaya memotivasi petani dalam produksi
jagung dan meningkatkan kesejahteraan petani.

(2) Peningkatkan daya saing petani jagung melalui perbaikan infrastruktur, seperti irigasi
(sumur pantek) dan sarana pasca panen (alat pengering dan gudang) agar produksi
dan mutu jagung dapat ditingkatkan. Hal penting lainnya meningkatkan kapasitas
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petani dalam penerapan teknologi dan managemen produksi, akses informasi
dan membangun kemitraaan dengan industri pakan.

(3) Peningkatan peran Bulog dapat sebagai penyangga harga jagung petani seperti
halnya pada komoditas beras, sinergisme antar lembaga dalam distribusi
(kelompoktani) perlu dikaji sehingga dapat sebagai alternatif dalam memberikan
insentif kepada petani.

(4) Asuransi petani jagung dengan melibatkan BUMN melalui dana CSR dalam rangka
meningkatkan produksi jagung nasional. Efektitivitas dan peluang kebijakan tersebut
perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam.

c. Kajian Efisiensi Rantai Distribusi Kedelai

Kedelai merupakan bahan pangan penting dan menjadi kebutuhan pokok bagi
masyarakat indonesia. Aneka produk olahan kedelai seperti tahu dan tempe dikenal
sebagai menu makanan pokok yang banyak digemari karena bergizi tinggi dan harga
terjangkau (merakyat). Tingkat konsumsi kedelai nasional belum sejalan dengan produksi
kedelai sehingga Indonesia harus impor untuk menutup kekurangan kedelai lokal yang
terus meningkat setiap tahun.

Swasembada kedelai keberlanjutannya tidak hanya dengan peningkatan produksi tetapi
harus dibarengi dengan pembenahan secara menyeluruh termasuk rantai pasok atau
distribusi kedelai. Aspek rantai distribusi memiliki peran penting sehingga para pelaku
usaha memperoleh pendapatan dan keuntungan yang wajar. Dampak lain kebijakan
tersebut adalah terjadi persaiangan cukup ketat antar pemasok kedelai.

Berbeda dengan komoditas beras dan jagung, kedelai memiliki rantai pasok tersendiri.
Alur distribusi kedelai lokal berbeda dengan kedelai impor ditinjau dari pelaku, volume
distribusi dan mekanisme distribusi. Volume distribusi kedelai lokal umumnya jumlah
terbatas, cukup bervariasi tergantung hasil panen petani dan tersedia pada musim
tertentu (satu tahun sekali). Pada kedelai impor tersedia dalam jumlah cukup besar dan
tersebar pada wilayah dengan sistem pergudangan yang memadai.

Kinerja terhadap 6 pelaku dalam rantai pasok kedelai menunjukan bahwa kinerja terbaik
dengan nilai 97,15 ditempati oleh pelaku agroindustri kecap. Tingginya nilai kinerja
agroindustri kecap tradisional karena bahan baku utamnya bukanlah kedelai melainkan
gula, sehingga ketrgantungan terhadap kedelai tidak terlalu tinggi. Selain itu, kondisi
bisnis yang telah stagnan meskipun semakin sulit bersaing dengan pelaku industri besar,
agroindustri kecap tradisional telah memiliki pelanggan tetap yang cukup kuat serta basis
distribusi berdasarkan wilayah sehingga terhindar dari persaingan antar industri
tradisonal. Secara umum metrik kinerja pada pelaku Koperasi Pengrajin Tahun dan
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Tempe Indonesia (KOPTI) mempunyai performasi yang cukup. Hal tersebut tidak berbeda
dengan pelaku petani yang secara umum dari 7 (tujuh) metrik kinerjanya memiliki
performansi yang bertaraf sedang. Performasi kinerja petani yang kurang
menggembirakan tidak terlepas dari faktor kemampuan atau kapasitas petani yang
terbatas akibat tingkat pendidikan rendah, informasi kurang, sarana dan prasarana
terbatas serta kelembagaan tani yang belum berfungsi dengan baik. Rangkuman kondisi
kinerja anggota rantai pasok dari tiga wilayah seperti pada Tabel 15.

Tabel 15. Rangkuman Kinerja Anggota Rantai Pasok Kedelai dari Tiga Provinsi

Pelaku Rantai Pasok Jawa Timur | Jawa Barat | Banten
Petani 94,31 90,99 86,42
Agroindustri Tahu 96,08 96,22 96,21
Agroindustri Tempe 96,53 97,11 97,32
Agroindustri Kecap 98,91 97,50 -
Pedagang 94,61 97,37 98,25
KOPTI 85,40 96,74 88,00

Dari hasil kajian tersebut, dihasilkan beberapa rekomendasi, yaitu:

(1) Peningkatan produksi kedelai lokal tidak cukup dengan insentif input dengan bantuan
sarana produksi melalui program UPSUS, tetapi juga insentif output untuk menjamin
harga kedelai petani. Kebijakan pemerintah dengan menetapkan HPP telah sesuai
dengan harapan petani tetapi kebijakan tersebut perlu di dukung dengan kebijakan
dari pemerintah daerah agar dapat operasional.

(2) Peningkatkan daya saing kedelai lokal melalui perbaikan mutu dan produksi melalui
teknologi dan manajemen produksi, membangun kawasan sentra produksi sehingga
lebih produktif dan peningkatan sarana dan prasarana pra dan pasca panen serta
peningkatan kinerja rantai distribusi kedelai

(3) Peningkatan peran Bulog dapat sebagai penyangga harga kedelai petani seperti
halnya pada komoditas beras. Sinergisme antar lembaga dalam distribusi
(kelompoktani, KOPTI) perlu di kaji sehingga dapat sebagai alternatif dalam
memberikan insentif kepada petani.

(4) Asuransi petani kedelai dengan melibatkan BUMN melalui dana CSR dapat sebagai
alternatif kebijakan pemerintah mendorong petani untuk berusahatani kedelai.
Efektitivitas dan peluang kebijakan tersebut perlu dilakukan pengkajian yang lebih
mendalam.
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4.3. Analisis Harga Pangan Tingkat Produsen

Kegiatan analisis harga pangan tingkat produsen difokuskan untuk mengetahui
perkembangan harga pangan strategis di tingkat produsen serta analisa usahatani melalui
pemantauan dan pengumpulan data yang dilakukan khususnya di provinsi sentra
produksi. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer maupun sekunder. Pada tahun
2015 pemantauan harga difokuskan terhadap 8 komoditas strategis, vyaitu padi
(gabah/beras), jagung, kedelai, cabe merah, bawang merah, daging sapi, daging ayam
ras, dan telur ayam ras. Sedangkan analisa usahatani difokuskan pada komoditas padi,
jagung, kedelai, cabai merah, bawang merah, dan sapi potong.

Harga pangan tingkat produsen sangat dominan dipengaruhi oleh kondisi ketersediaan
dan harga faktor produksi yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai tambah. Dalam
kaitannya dengan ketahanan pangan, harga pangan tingkat produsen berpengaruh besar
terhadap pendapatan petani, untuk dapat memproduksi bahan pangan secara
berkelanjutan dengan tingkat kualitas tertentu. Oleh karena itu stabilitas harga pangan
tingkat produsen yang menguntungkan dipandang sebagai prasyarat yang harus dipenuhi
dalam upaya peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani.

Harga pangan tingkat produsen perlu diupayakan pada tingkatan harga yang wajar, agar
dapat memberikan keuntungan yang wajar bagi petani/peternak dan tidak menyebabkan
terjadinya tingkat harga yang memberatkan konsumen. Tingkatan harga yang wajar
tersebut perlu dijaga dan dikendalikan secara terus menerus pada tingkat harga yang
menguntungkan bagi petani/peternak produsen maupun bagi masyarakat konsumen,
melalui intervensi terhadap mekanisme pasar agar mempunyai dampak terhadap
peningkatan ketahanan pangan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga pangan tingkat produsen terdiri dari
berbagai aspek, yaitu yang berkaitan dengan efisiensi teknis, kebijakan pemerintah, dan
jumlah dan efisiensi input produksi. Faktor yang berkaitan dengan aspek teknis dapat
diartikan sebagai efisiensi input sarana produksi dalam usahatani. Faktor eksternal adalah
kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada sistem produksi dan mekanisme pasar
seperti subsidi harga, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah/HPP, subsidi faktor produksi
dan harga barang. Sedangkan efisensi input produksi berkaitan dengan jumlah dan nilai
input produksi.

Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Pemerintah
berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola
cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan
kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Pada Pasal 55,
dinyatakan bahwa untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pemerintah
berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen
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dan konsumen. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi
Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan
konsumen terhadap Pangan Pokok.

Sejalan dengan kondisi tersebut, kegiatan pemantauan dan analisis harga ditingkat
produsen perlu dilakukan sebagai salah satu kegiatan untuk melihat kondisi harga di
wilayah sentra produksi dan untuk mendukung bahan masukan perumusan kebijakan
stabilisasi pangan. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendorong laju transmisi
informasi harga yang seimbang antara konsumen, pelaku pasar dan pelaku usahatani
atau petani produsen. Dengan demikian diharapkan akan terjadi kesimbangan harga yang
lebih proporsional saling menguntungkan antara di tingkat produsen dan konsumen.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kegiatan analisis harga pangan tingkat produsen
perlu dilakukan sebagai salah satu kegiatan untuk melihat kondisi harga di wilayah sentra
produksi dan untuk mendukung bahan masukan perumusan kebijakan stabilisasi pangan.
Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mendorong laju transmisi informasi harga yang
seimbang antara konsumen, pelaku pasar dan pelaku usahatani atau petani produsen.
Dengan demikian diharapkan akan terjadi kesimbangan harga yang lebih proporsional
saling menguntungkan antara di tingkat produsen dan konsumen.

Perkembangan harga pangan strategis tingkat produsen pada tahun 2015 untuk
beberapa komoditas strategis secara umum dapat dikatakan stabil seperti terlihat pada

Tabel 16 dan Tabel 17.

Berdasarkan data BPS, harga gabah baik gabah kering panen (GKP) tingkat petani dan
gabah kering giling (GKG) tingkat penggilingan pada tahun 2015 meningkat sekitar 9,13
persen (GKP) dan 11,34 persen (GKG) dibanding harga tahun 2014. Begitu juga harga
beras medium tingkat penggilingan pada tahu 2015 naik sekitar 10,56 persen disbanding
tahun 2014. Namun apabila dilihat tingkat stabilitasnya, harga GKP kurang stabil (CV > 5
persen), sedang harga GKG dan beras medium relative stabil (CV < 5 persen). Begitu
juga apabila dilihat peningkatan harga bulanan selama setahun, pertumbuhan pada tahun
2015 jauh lebih rendah dibanding tahun 2014, baik gabah (GKP dan GKG) maupun beras
yang hanya 0,26-0,42 persen, sedang pada tahun 2014 berkisar 0,91-1,07 persen seperti
terlihat pada Tabel 16.
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Tabel 16. Kondisi Harga Gabah dan Beras Tingkat Produsen Tahun 2014-2015

Tahun 2014 Tahun 2015 Pertumbuhan 2014-2015 (%)
Bulan okp | GkG | 2™ | ke | Gke | 2™ | Gkp | GkG | o™
Medium Medium Medium
Januari 4412 | 4.858 8.028 5.028 5.528 9.222 | 13,95 13,81 14,87
Februari 4.423 | 4.900 8.129 | 4.923 5.459 9.252 | 11,29 11,40 13,81
Maret 4.135 | 4.876 8.084 ( 4.500 | 5.352 9.298 8,83 9,77 15,02
April 3.936 | 4.600 7.830 [ 4.107 | 4.920 8.598 4,34 6,95 9,80
Mei 4.130 | 4.649 7.806 [ 4.428 | 4.976 8.520 7,21 7,04 9,16
Juni 4.214 | 4.750 7.797 | 4.442| 5.322 8.606 541 12,04 10,37
Juli 4.098 | 4.672 7.939 | 4.444 | 5.331 8.648 8,44 14,12 8,94
Agustus 4.170 | 4.713 8.010 | 4.595 5.356 8.741 ( 10,18 13,65 9,13
September 4283 | 4.725 8.126 | 4.765 5.450 8.940 | 11,26 15,35 10,01
Oktober 4.365 | 4.857 8.126 | 4.905 5.457 8.961 | 12,37 12,33 10,27
November 4.535 | 5.014 8.373 5.070| 5.629 9.272 11,81 | 12,26 10,74
Desember 4911 | 5.344 8.993 5.118 5.748 9.451 4,22 7,55 5,09
Harga Rerata (Rp/Kg)| 4.301 | 4.830 8.103 | 4.694 | 5.377 8.959 913 | 11,34 10,56
Harga Mak (Rp/Kg) | 4.911 | 5.344 | 8.993| 5.118| 5748 | 9.451
Harga Min (Rp/Kg) | 3.936 | 4.600 | 7.797 | 4.107 | 4.920| 8.520
Pertb/bl (%) 1,06 | 0,91 1,07 0,28 0,42 0,26
CV (%) 592 | 4,18 4,01 6,81 4,41 3,69

Sumber: BPS diolah BKP
Keterangan: GKP: Gabak Kering Panen di tingkat Petani; GKG: Gabah Kering Giling di Penggilingan, Beras
Medium di Penggilingan

Tabel 17. Kondisi Harga Pangan Strategis Tingkat Produsen Tahun 2015

Bulan Tahun 2014 Tahun 2015
GKP | GKG | Beras | Jagung | Cabai |Kedelai| GKP | GKG | Beras | Jagung | Cabai | Kedelai
Maret 3789 | 4632 7719| 3.095| 16557| 7.375| 4178| 5129 8664 3122| 14046| 7.205
April 3683 | 4437 7532 3.063| 13610 7.325| 395 | 4778 8011 3054| 13675( 7339
Mei 3692| 4415( 7504 3428 1L244| 7415| 3993 | 4801 7926 3.060| 183% | 7.281
Juni 3740 4500 7589 3576 9.130| 7.361| 4075| 4898 7997 3077 233| 7.209
Juli 3804 | 4558 7.662| 3570 9419| 7.295| 412 4971 8152 3080| 2219( 7.207
Agustus 3794 4566( 7679 3513| 9699| 719 (| 4280| 5119 8310 3.081| 24050| 6.966
September 3806| 4595 7674 3430 12.850| 7.203| 4452| 5297 8560| 3206| 19020 6793
Oktober 3907| 465 | 7730 3171 19574| 7.089| 4467| 5370 8674 3361| 14381 6.658
November 403 479%| 7866| 3247| 34140| 7.286| 4605( 5539| 8982| 3512| 1542| 7.020
Desember 4118 4992| 8115| 3251 43709| 7401| 4642| 5608| 9.062| 3.667| 24410 7.010
HargaRerata(Rp/Kg) | 3.836| 4615( 7.707| 3335| 17.993| 7.295| 4277| 5.151| 8434| 3222| 18900| 7.069
HargaMaks (Rp/Kg) | 4.118| 4992 8115| 3576| 43.709| 7.415| 4642| 5608 9.062| 3.667| 24410| 7.339
HargaMin (Ro/Kg) | 3.683| 4415 7.504| 3.063| 9.130| 7.089| 395 | 4778| 7.926| 3.054| 13675| 6658
Perth/bl (%) 094| 08| 057 067 1549| 005| 120| 104 05| 18| 900| (0,27
CV (%) 367 374| 230| 58| 652 143| 58| 575| 491 676 2309| 312

Sumber: Panel Harga Pangan BKP, 2015
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Berdasarkan data Panel Harga Pangan BKP, perkembangan harga komoditas pangan
tingkat produsen untuk komoditas gabah (GKP dan GKG), beras, jagung, kedelai, dan
cabai pada tahun 2015 terlihat bahwa untuk gabah kurang stabil, sedang harga beras,
jagung, cabai, dan kedelai relative stabil. Stabilitas harga dilihat dari nilai koesien variasi
(cv), dimana dikatakan stail jika cv untuk komoditas gabah dan beras < 5 persen, jagung
dan kedelai < 10 persen, dan untuk cabai < 25 persen. Harga komoditas pangan tingkat
produsen pada tahun 2015 apabila dibanding tahun 2014 sebagian besar mengalami
kenaikan sekitar 5,04-11,63 persen, kecuali komoditas jagung dan kedelai yang turun
sekitar 3,10-3,31 persen. Apabila dilihat perkembangan harga bulanan selama tahun 2015
terlihat bahwa terjadi peningkatan harga rata-rata 0,55-9,00 persen per bulan dengan
pertumbuhan tertinggi pada komoditas cabai. Sedang untuk komoditas kedelai justru
mengalami penurunan harga rata-rata 0,27 persen per bulan. Peningkatan harga bulanan
pada tahun 2015 sedikit lebih rendah dibanding peningkatan harga pada tahun 2014
yang berkisar 0,57-15,49 persen seperti terlihat pada Tabel 17.

Output yang dihasilkan dari kegiatan Analisis Harga Pangan Tingkat Produsen adalah: (a)
Kompilasi data dan informasi harga pangan tingkat produsen (1 paket); dan (b) Laporan
analisis harga pangan tingkat produsen (1 laporan).

4.4. Analisis Harga Pangan Tingkat Konsumen

Kegiatan analisis harga pangan tingkat konsumen difokuskan untuk mengetahui
perkembangan harga pangan di tingkat konsumen melalui pemantauan/pengumpulan
data harga di tingkat pedagang (eceran dan grosir) dan harga internasional. Komoditas
yang dipantau meliputi 12 pangan strategis, yaitu: beras, jagung, kedelai, gula pasir,
minyak goreng, bawang merah, cabe rawit, cabe merah keriting, daging sapi, daging
ayam ras, telur ayam ras, dan terigu curah. Data yang dikumpulkan meliputi data primer
dan data sekunder.

Perkembangan harga komoditas pangan di tingkat konsumen dari waktu ke waktu
menunjukkan trend yang cenderung meningkat dan berfluktuasi, baik di daerah
perkotaan maupun perdesaan. Berbagai permasalahan seperti belum mencukupinya
pasokan/ketersediaan dari dalam negeri, naiknya permintaan bahan pangan untuk bahan
bakar, kenaikan harga bahan bakar minyak, serta hambatan transportasi menjadi salah
satu penyebab berfluktuasinya harga pangan di tingkat konsumen. Harga pangan tingkat
konsumen berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat (akses pangan),
distribusi pangan, yang ujungnya berdampak terhadap situasi dan kondisi ketahanan
pangan rumah tangga dan nasional.
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Mengingat besarnya pengaruh harga pangan konsumen terhadap perekonomian nasional,
maka perlu dilakukan pemantauan dan analisis harga pangan di daerah. Hasil analisis
data harga pangan tingkat konsumen merupakan indikator kondisi ketahanan pangan
pada waktu tertentu di suatu wilayah, indikator sistem ditribusi pangan yang digunakan
sebagai peringatan dini (early warning system) terjadinya perubahan pasokan dan
permintaan selama periode tertentu.

Dengan mengetahui dinamika kondisi harga pangan di tingkat konsumen, maka kondisi
dan permintaan bahan pangan tersebut dapat diperkirakan sehingga bisa diantisipasi
terjadinya gejolak harga. Oleh karena itu, data harga pangan tingkat konsumen harus
tersedia setiap saat dan dikumpulkan secara berkelanjutan. Hasil analisis dapat dijadikan
bahan perumusan kebijakan yang tepat waktu dan tepat sasaran serta untuk

mengantisipasi berbagai masalah yang terkait dengan stabilitas harga pangan.

Selain harga konsumen dalam negeri, analisis harga di tingkat internasional juga perlu
dilakukan mengingat sistim perdagangan dunia saat ini yang lebih terbuka menyebabkan
perubahan harga internasional berpengaruh terhadap stabilitas harga dalam negeri. Data
dan hasil analisis harga konsumen tidak saja dibutuhkan di tingkat pusat tetapi juga di
daerah, sehingga pemerintah daerah bisa merumuskan kebijakan untuk memecahkan
permasalahan di wilayahnya masing-masing. Mengingat besarnya implikasi ketersediaan
informasi harga pangan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah,
diperlukan upaya agar data harga pangan dapat tersedia dan dapat digunakan sebagai

acuan dalam perumusan kebijakan.

Perkembangan harga pangan strategis tingkat konsumen pada tahun 2015 secara umum
dapat dikatakan stabil, terlihat dari nilai koefisien variasi (cv) beras, minyak goreng dan
gula pasir yang kurang dari 5 persen, dan cv daging ayam ras, daging sapi, telur ayam
ras, dan kedelai dibawah 10 persen. Sedangkan untuk komoditas cabai rawit, cabai besar,
dan bawang merah tidak stabil (berfluktuasi) terlihat nilai cv sekitar 21,36-34,08 persen,
bahkan untuk komoditas cabai menyebabkan gejolak harga akibat gangguan distribusi
dan pasokan bahan pangan. Apabila dilihat peningkatan harga bulanan selama tahun
2015, terlihat pertumbuhan relatif rendah, yaitu 0,22-0,92 persen per bulan, bahkan
untuk komoditas minyak goreng curah dan kedelai justru turun sekitar 0,16-0,71 persen
per bulan. Sedangkan bawang merah mengalami peningkatan reltif tinggi, yaitu sekitar
5,76 persen per bulan. Secara rinci perkembangan harga pangan strategis tingkat

konsumen pada tahun 2015 seperti terlihat pada Tabel 18.
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Tabel 18. Kondisi Harga Pangan Strategis Tingkat Konsumen Tahun 2015

(Rp/Kg)
Beras | Beras Dgg .| Migor | Gula | Cabai | Cabai |Bawang .| Telur
Bulan : Dgg Sapi . ] Kedelai

Medium | Termurah [Ayam Ras Curah | Pasir | Rawit | Merah | Merah Ayam Ras

Januari 12.445 9.798 | 31.903| 100.398 | 14.297| 11.846| 57.313| 52.05 | 19.287 | 11.551| 21.619
Februari 12832 10146 30.903 | 100098 | 14.216| 11.886| 29.926| 26.068 | 18.602 | 11.545| 21.075
Maret 13089 10343 27911 100503 | 14.240| 11962 | 30429 | 23.125| 26250 | 11506 | 18,579
April 12.458 9.769 | 27.831| 100.924 | 14.135| 12.291| 25577 | 22.521| 28398 | 11536 | 18.494
Mei 12348 9.615| 29.861| 100.877 | 14.122| 12.600| 26.666 | 29.652| 30.537 | 11.521| 19.761
Juni 12.425 9.680 | 31.227| 102.208 | 14.479| 13.004 | 27.194| 31.435| 30491 | 11.524| 21.206
Juli 12.487 9.768 | 33.635| 110.848 | 14526 | 13.135| 41918 | 36.162| 24704 | 11536 | 20.132

Agustus 12709 10023 | 35942 | 112973 | 14317| 13.011| 56.104 | 37.594| 19.974| 11.407| 21538
September | 12968 | 10.269| 30.732| 110.759 | 13.819| 12842 | 45190 | 32.105| 17.980| 11.408| 20.997
Oktober 13.067| 10395| 29.267| 110347 | 13599 | 12.856| 24.127| 20.322 | 19.483| 11.408| 19.791
November | 13.139| 10472 30919 | 110.245| 13.400| 12.952| 24.376| 20716 | 19.242 | 11.358 | 20.017
Desember | 13.215| 10522 33.160 | 110.899 | 13.217| 13.092| 34.648 | 32914 | 29.095| 11.344| 22.150
HargaRerata| 12.765| 10.067 | 31.108 | 105923 | 14.031| 12.623| 35289 | 30.389 | 23.670 | 11.470 | 20.447
HargaMak | 13.215| 10.522| 35942 | 112.973| 14526 | 13.135| 57.313| 52.056 | 30.537 | 11.551| 22.150
HargaMin | 12.348 9615| 27.831| 100.098 | 13.217 | 11.846| 24.127| 20322 | 17.980 | 11.344| 18.494
Pertb/bl (%) 0,57 0,68 0,63 09| (070 092 0,84 0,22 576 | (016) 044
CV (%) 2,53 329 7,55 5,08 3,03 391| 3408| 2966| 21,36 0,68 575
Sumber: BPS diolah BKP

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: (a) Kompilasi data dan informasi harga
pangan tingkat konsumen (1 paket); (b) Laporan analisis harga pangan tingkat konsumen
(1 laporan); dan (c) Buletin analisis harga pangan tingkat konsumen (1 paket).

4.5. Monev Pasokan dan Harga Pangan Strategis/HBKN

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pemantauan Hari-Hari Besar
Keagamaan dan Nasional pada tahun 2015, yaitu: penyusunan prognosa kebutuhan dan
ketersediaan pangan strategis pada periode HBKN, pemantauan dan pengumpulan data,
sinkronisasi dan koordinasi, dan penyusunan laporan. Kegiatan monev pasokan dan harga
pangan strategis/Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional dilakukan untuk mendapatkan
data/informasi yang terkait dengan harga, stok pangan dan gangguan-gangguan pasokan
pangan, untuk mendapatkan bahan masukan dalam perencanaan, langkah-langkah
operasional pelaksanaan, evaluasi kegiatan dan tindak lanjut pemecahan masalah
khususnya dalam menghadapi HBKN terutama pada periode menjelang Puasa, Hari Raya

Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru.
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Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemantauan reguler, yaitu kegiatan pemantauan
yang dilakukan secara selama periode HBKN. Dalam rangka pemantauan perkembangan
harga dan pasokan bahan pangan pada periode HBKN menjelang dan selama puasa serta
menjelang Idul Fithri 2015, beberapa kegiatan yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian adalah: (1) Menyusun Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan
Pangan Pokok Periode Puasa-Lebaran (Juni-Juli) Tahun 2015; (2) Rapat internal atau
eksternal Kementerian Pertanian; dan (3) Pemantauan harga dan pasokan pangan.

Dari hasil monev pasokan dan harga pangan strategis khususnya pada periode HBKN
Tahun 2015, beberapa hal yang dihasilkan antara lain:

(1) Berdasarkan perhitungan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan, dari 12
komoditas pangan yang dipantau pada periode HBKN puasa dan lebaran (Juni-Juli
2015), terdapat 4 (empat) komoditas yang mengalami defisit, yaitu jagung 0,09
persen, kedelai 54,88 persen, kacang tanah 1,69 persen, dan daging sapi 9,96
persen. Sedangkan 8 (delapan) komoditas pangan lainnya surplus, yaitu beras 19,37
persen, gula pasir 78,98 persen, minyak goreng 326,50 persen, bawang merah 37,01
persen, cabai besar 0,15 persen, cabai rawit 2,67 persen, daging unggas 120,87
persen, dan telur ungga 60,91 persen. Secara rinci prognosa komoditas pangan pada
periode HBKN terlihat pada Tabel 19 berikut.

Tabel 19. Prognosa Pangan Strategis pada Periode HBKN (Juni-Juli) 2015

(Ribu Ton)

No Komoditas Perkira-an Perkiraan Perkiraan
Ketersediaan Kebutuhan Neraca

1 Beras 6,646.30 5,567.70 1,078.60
2 Jagung 3,369.60 3,372.60 -3.00
3 Kedelai 202.4 448.60 -246.20
4 Kacang Tanah 139.2 141.6 -2.40
5 Gula Pasir 899.90 502.80 397.10
6 Minyak Goreng 3,900.30 914.50 2,985.80
7 Bawang Merah 228.80 167 61.80
8 Cabai Besar 196.40 196.10 0.30
9 Cabai Rawit 150.1 146.2 3.90
10 Daging Sapi 71.4 79.3 -7.90
11 Daging Unggas 494.30 223.80 270.50
12 Telur Unggas 520.70 323.60 197.10

Perhitungan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan belum memasukan
stok/carry over bulan sebelumnya dan pemasukan (impor) dari Negara lain.
Berdasarkan data tersebut, pasokan dan ketersediaan pangan selama periode HBKN
Puasa dan Idul Fithri tahun 2015 dapat dikatakan aman. Untuk komoditas yang defisit

disebabkan produksi yang kurang dan pemenuhannya dilakukan melalui impor.
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(2) Rapat dan pertemuan yang dilaksanakan baik di internal Kementerian Pertanian
maupun antar kementerian/lembaga dalam upaya pemantauan harga dan pasokan
pangan strategis pada periode HBKN puasa dan lebaran antara lain: (a) Rapat
Koordinasi Situasi Harga dan Pasokan Pangan Strategis Menjelang dan Pasca Periode
Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional, di Ruang Rapat Nusantara IV, Gd. E Lt. II
Badan Ketahanan Pangan pada tanggal 19 Agustus 2015; (b) Rakor Stabilitas Harga
Pangan di Kementerian Perdagangan pada tanggal 26 Mei dan tanggal 10 Juni 2015
dengan agenda Memantau Kesiapan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok
Menjelang Puasa Dan Lebaran 2015; (c) Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian
tentang Situasi Harga dan Pasokan Pangan Strategis Menjelang dan Selama Puasa
dan Lebaran Tahun 2015.

(3) Pemantauan harga dan pasokan pangan strategis pada periode HBKN puasa dan
lebaran dilakukan pada saat menjelang, selama dan paska lebaran tahun 2015.
Pemantauan dilakukan ditingkat produsen (petani) maupun konsumen (pedagang)
sehingga diperoleh data yang komprehensif terkait kondisi harga pangan. Hal ini
mengingat seringkali pada saat menjelang HBKN terjadi peningkatan harga ditingkat
konsumen yang kurang/tidak wajar, namun ditingkat produsen harga relative tetap.
Kondisi ini menunjukkan ada ketidakadilan dalam pembentukan harga pasar.
Pemantauan harga dan pasokan tingkat nasional juga melalui data sekunder
ditingkat pedagang/asosiasi, misalnya pasokan dan harga beras di Pasar Induk Beras
Cipinang (PIBC), komoditas cabai dan bawag di Pasar Induk Kramatjati (PIK), dan

stok beras di gudang Perum Bulog.

Output yang dihasilkan adalah Laporan Kegiatan Pemantauan HBKN sebanyak 1 laporan.

4.6. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan

Penyusunan prognosa neraca pangan dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan
informasi tentang perkiraan jumlah kebutuhan dan ketersediaan pangan pokok selama
periode tertentu (bulanan atau tahunan). Sedangkan sasaran adalah tersedianya
informasi untuk merumuskan kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan serta
pengendalian/antisipasi gangguan pasokan dan harga pangan. Prognosa pangan sangat
penting untuk mengantisipasi terjadinya masalah pangan, untuk penanganan pemenuhan
ketersediaan dan pasokan pangan, serta dalam upaya stabilitas harga pangan strategis.
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Prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan tahun 2015 mencakup 12 komoditas
pangan pokok, yaitu beras, jagung, kedelai, kacang tanah, gula pasir, minyak goreng,
bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging unggas, dan telur unggas.
Prognosa disusun sebanyak 3 kali, yaitu prognosa berdasarkan kebutuhan dan angka
sasaran produksi Ditjen Teknis lingkup Kementerian Pertanian, pada bulan Januari-
Februari. Selanjutnya, Prognosa di up date dan disempurnakan secara berkala setiap tiga
atau empat bulan sesuai dengan perubahan data produksi yang berdasarkan angka
sasaran atau angka ramalan produksi (BPS) dan angka realisasi produksi (Ditjen teknis),
yaitu: (a) Up Date I: Prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan yang didasarkan
pada ARAM I BPS dan up date produksi Ditjen Teknis lingkup Kementan (Juli-Agustus);
dan (c) Up date II: Prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan yang didasarkan pada

ARAM II BPS dan up date produksi Ditjen Teknis lingkup Kementan (November).

Berdasarkan prognosa up date II (ARAM II 2015), perhitungan tanpa memperhitungkan
stok awal tahun, dari 12 komoditas bahan pangan yang dipantau, terdapat 5 komoditas
yang mengalami defisit, yaitu jagung 2,03 persen, kedelai 60,47 persen, kacang tanah
1,94 persen, gula pasir 0,91 persen, dan daging sapi 10,05 persen. Sedangkan 8
komoditas lainnya mengalami surplus, yaitu beras 32,15 persen, minyak goreng 319,18
persen, bawang merah 21,09 persen, cabai besar 1,18 persen, cabai rawit 4,64 persen,

daging unggas 120,86 persen, dan telur unggas 60,87 persen seperti pada Tabel 20.

Tabel 20. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2015

(Ribu Ton)
. Perkiraan Perkiraan Neraca

No Komoditi Ketersediaan*) | Kebutuhan**) Domestik
1 |Beras 42,162.80 31,904.60 10,258.20
2 PJagung 19,833.30 20,244.40 -411.1
3  [Kedelai 998.9 2,526.80 -1,527.90
4 |Kacang Tanah 657.6 815.6 -158
5 |Gula Pasir 2,792.10 2,817.70 -25.6
6 |Minyak Goreng 21,948.70 5,236.10 16,712.60
7 |Bawang Merah 1,147.20 947.4 199.8
8 |Cabai Besar 1,137.40 1,124.10 13.3
9 |Cabai Rawit 876.8 837.9 38.9
10 |Daging Sapi 409.1 454.7 -45.7
11 |Daging Unggas 2,832.30 1,282.40 1,549.90
12 [Telur Unggas 2,983.50 1,854.70 1,128.90

Sumber: Ditjen. Teknis Lingkup Kementerian Pertanian diolah BKP
*) Perkiraan ketersediaan berasal dari produksi, untuk beras dan gula pasir sudah memperhitungkan stok awal tahun.
*X) Perkiraan kebutuhan sudah termasuk kehilangan pada saat proses produksi dan distribusi.
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Secara rinci hasil perhitungan prognosa pangan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

Perkiraan ketersediaan beras dari produksi tahun 2015 diperkirakan mencapai
42.162,80 ribu ton, sudah termasuk dikurangi kehilangan untuk penggunaan non
pangan. Perkiraan kebutuhan sebesar 31.904,6 ribu ton, sehingga neraca domestik
pada akhir tahun 2015 terdapat surplus 10.258,20 ribu ton atau sekitar 32,15
persen. Meskipun secara total surplus, pada bulan Januari, Mei, Oktober sampai
Desember diperkirakan terjadi defisit yang disebabkan bukan musim panen.

Perkiraan kebutuhan jagung tahun 2015 diperkirakan mencapai 20.244,40 ribu ton,
sedangkan perkiraan ketersediaan dari produksi hanya mencapai 19.833,30 ribu
ton, sehingga neraca domestik pada tahun 2015 terjadi defisit 4.111,1 ribu ton atau
sekitar 2,03 persen. Defisit terjadi pada bulan Januari, Mei, dan Juli-Desember.

Puncak produksi jagung terjadi pada bulan Februari-Maret 2015.

Perkiraan kebutuhan kedelai tahun 2015 sekitar 2.526,80 ribu ton, sudah termasuk
kehilangan dalam proses produksi dan distribusi. Perkiraan ketersediaan dari
produksi hanya 998,9 ribu ton sehingga neraca domestik tahun 2015 terjadi defisit
1.527,90 ribu ton atau sekitar 60,47 persen, dimana defisit pada setiap bulan.

Perkiraan kebutuhan kacang tanah pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 815,60
ribu ton, sudah termasuk kehilangan dalam proses produksi dan distribusi. Perkiraan
ketersediaan dari produksi sebesar 657,60 ribu ton sehingga neraca domestik
kacang tanah tahun 2015 terjadi defisit sebesar 158,0 ribu ton atau sekitar 19,37

persen. Defisit terjadi pada setiap bulan, kecuali bulan Februari, Mei, dan Juni.

Perkiraan ketersediaan gula pasir dari produksi tahun 2015 mencapai 2.792,1 ribu
ton, sedang perkiraan kebutuhan mencapai 2.817,7 ribu ton, sehingga neraca
domestik tahun 2015 diperkirakan defisit 25,6 ribu ton atau sekitar 0,91 persen.
Defisit terjadi pada bulan Januari-Mei dan November-Desember.

Ketersediaan dari produksi minyak goreng tahun 2015 diperkirakan mencapai
21.948,7 ribu ton, sedangkan perkiraan kebutuhan hanya 5.236,1 ribu ton dan telah
memperhitungkan kehilangan dalam proses produksi dan distribusi, sehingga neraca
domestik akhir tahun 2015 terdapat surplus sebesar 16.712,6 ribu ton atau sekitar
319,18 persen. Apabila dilihat neraca domestik bulanan, surplus minyak goreng
terjadi pada setiap bulan.
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Perkiraan ketersediaan dari produksi bawang merah tahun 2015 sebesar 1.147,2
ribu ton. Total perkiraan kebutuhan mencapai 947,4 ribu ton, sudah termasuk
kehilangan pada proses produksi dan distribusi, sehingga pada akhir tahun 2015
akan terdapat surplus sebesar 199,8 ribu ton atau sekitar 21,09 persen. Meski
secara total surplus, pada bulan Maret terjadi defisit karena bukan musim panen.

Perkiraan kebutuhan cabai besar tahun 2015 sekitar 1.124,1ribu ton, sudah
memperhitungkan kehilangan pada proses produksi dan distribusi. Perkiraan
ketersediaan dari produksi sebesar 1.137,4 ribu ton, sehingga pada akhir tahun
2015 terdapat surplus sebesar 13,3 ribu ton atau sekitar 1,18 persen. Meski secara

total surplus, pada bulan Januari terjadi defisit karena bukan musim panen.

Perkiraan kebutuhan cabai rawit tahun 2015 sekitar 837,9 ribu ton, sudah termasuk
perkiraan kehilangan pada proses produksi dan distribusi. Perkiraan ketersediaan
produksi mencapai 876,8 ribu ton, sehingga pada akhir tahun 2015 terdapat surplus
38,9 ribu ton atau sekitar 4,64 persen. Meski secara total surplus, pada bulan

Januari dan Februari terjadi defisit karena bukan musim panen.

Perkiraan kebutuhan daging sapi tahun 2015 mencapai 454,7 ribu ton, sedangkan
perkiraan ketersediaan dari produksi hanya 409,1 ribu ton, sehingga pada akhir
tahun 2015 terjadi defisit sebesar 45,7 ribu ton atau sekitar 10,05 persen. Dilihat
dari neraca domestik bulanan, defisit terjadi pada setiap bulan.

Perkiraan kebutuhan daging unggas tahun 2015 sebesar 1.282,4 ribu ton,
sementara perkiraan ketersediaan dari produksi mencapai 2.832,3 ribu ton,
sehingga terdapat surplus sebesar 1.549,9 ribu ton atau sekitar 120,86 persen.
Apabila dilihat dari neraca domestik bulanan, surplus terjadi setiap bulan.

Perkiraan kebutuhan telur unggas tahun 2015 sekitar 1.854,7 ribu ton, sedangkan
perkiraan ketersediaan dari produksi 2.983,4 ribu ton, sehingga terdapat surplus
sebesar 1.128,9 ribu ton atau sekitar 60,87 persen. Begitu juga neraca domestik
bulanan menunjukkan terjadi surplus pada setiap bulan.

Penyusunan prognosa tersebut dilakukan secara tepat dan akurat agar perencanaan dan

kebijakan yang diambil juga tepat sasaran. Output yang telah dihasilkan dalam kegiatan

ini yaitu prognosa kebutuhan dan ketersediaan pangan Tahun 2015 sebanyak 2 buku.
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4.7. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah

Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah pada Tahun 2015 ditingkat
provinsi menunjukkan bahwa 33 provinsi sudah mengalokasikan dana APBD untuk
pengadaan cadangan beras pemerintah. Pelaksanaan pengembangan cadangan pangan
pemerintah provinsi melakukan kontrak dengan Perum BULOG. Proses kontrak dan
penyaluran beras Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi, yaitu BKP provinsi
mengajukan surat pembelian beras kepada Divre/Subdivre, kemudian dilakukan
pembuatan Kontrak Jual Beli (KJB) antara Kepala BKP Provinsi dengan Kepala Divre/
Subdivre, Pembuatan Berita Acara Penitipan Beras di gudang Perum BULOG, selanjutnya
Divre/Subdivre menerbitkan Surat Alokasi/Laklog, dikeluarkan dari gudang yang ditunjuk
melalui SPPB/DO sesuai permintaan BKP. Kontrak ditingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala
BKP Provinsi dengan Kepala Divre Perum BULOG, sedangkan kontrak di Kabupaten/Kota
dilaksanakan oleh Kepala BKP Kabupaten/Kota dengan Kepala Subdivre Perum BULOG.

Kontrak BKP di tingkat daerah telah dilakukan sejak tahun 2010 di 11 provinsi, dan
sampai dengan tahun 2015 sudah terealisasi di 33 provinsi. Setiap termin kontrak tidak
habis dalam waktu satu tahun, terdapat sisa kontrak di akhir tahun. Berdasarkan
informasi yang diperoleh terdapat sisa stok beras sebesar 1,45 juta Ton cadangan beras
pemerintah provinsi yang disimpan di Perum BULOG. Secara lengkap realisasi dan sisa
stok cadangan pangan pemerintah dapat dilihat pada Gambar 1 dan Tabel 21.

Stok Akhir PSO Bulan 2010 - 2015
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Sumber: Perum Bulog
Keterangan:
. Stok tahun 2015 per 23 Oktober 2015 sebesar 1.450.014 ton, terdiri dari stok beras PSO 760.062 ton dan stok beras
komersil 690.352 ton.
Stok PSO 2015 sebesar 760.062 merupakan stok terendah selama 5 tahun terakhir.
BULOG telah mengusulkan pengalihan dan pengakuan stok komersial menjadi stok PSO sebagai bagian dari
penguatan stok nasfonal.

Gambar 1. Realisasi dan Sisa Stok CPP Provinsi Tahun 2010-2015
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Tabel 21. Realisasi dan Sisa Stok CBPD Tahun 2015

No Propinsi Reoalisasi Sisa Stok
1  |Aceh 69.319,86 95.850.47
2 Sumut 8.966,00 3.702.00
3  |[Riau 5.479,60 277.964.20
“ Kepri -
S  |Sumbar 359.216,69
G Jambi 9.348,50 162.028,05
7 Sumsel 6.000,00 189.165.00
8 Babel -
9 Bengkulu 1.565,00 50.285.00
10 |Lampung 6.975,00 220618.02
117 DKl Jakarta -
12 |Banten 37.411,00 9317017
13 |Jabar 80.472,90 965.920.14
14 |Jateng -
15 |DIYogya -
16 |[Jatim 186.375,00
17 |Kalbar 27.815,00 72.485,00
18 |Kalsel 18.914,70 111.791.30
19 |Kaltim - 115.288.64
20 |Kalteng 123.090,77
21 |Sulut 40.000,00 30.419.61
22 |Gorontalo ) -
23 |Sulteng 67.854,00 207.527.00
24 |Sultra -
25 |Sulsel 0,00 178.500,00
26 |Sulbar -
27 |Bal -
28 |[NTB 10.000,00 146.546.,78
29 |NTT 0,00 80.440.55
30 |Maluku ~
31 |[Malut -
32 |Papua -
33 |Papua Barat -
Jumlah 390.121.56 3.670.484.,39

Keterangan : data s/d bulan september 2015%

Sumber: Perum Bulog
Permasalahan yang terjadi dalam penyaluran beras untuk BKP Provinsi adalah pada
realisasi penyaluran kontrak beras BKP di daerah umumnya melewati tahun kontrak. Hal
ini akan memberikan tambahan beban pemeliharaan beras kepada Bulog, kemudian
terjadinya perubahan HPB pada tahun berjalan, sehingga perlu penyesuaian harga atau
pemotongan kuantum. Solusi yang disarankan oleh Perum BULOG bahwa BKP sebaiknya
melakukan kontrak beras sesuai dengan perkiraan kebutuhan tahun berjalan, dan perlu
didukung dengan addendum terhadap harga melalui cadangan APBD setempat atau
dengan pemotongan kuantum yang dimiliki BKP Provinsi.

Selain kerjasama dengan BULOG, beberapa provinsi mengelola sendiri karena sudah
memiliki UPT Cadangan Pangan, misalnya: (1) Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan Badan
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai UPT Balai Pengembangan
Cadangan Pangan yang terletak di Magelang, UPT tersebut mempunyai gudang untuk
penyimpanan cadangan pangan pemerintah; (2) Provinsi DI Yogyakarta, cadangan
pangan pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dititipkan pada Pusat KUD Metaram DIY yang
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lokasi penyimpanan bertempat di Godean; (3) Provinsi Kalimantan Barat menitipkan
cadangan pangan pemeritan provinsi sebanyak 100 ton kepada pihak swasta (CV. Sama
Bangun Utama); (4) Provinsi Banten selain bekerjasama dengan Perum BULOG Divre DKI
Jakarta-Banten dalam hal pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi, juga
melakukan penitipan beras kepada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan
Gapoktan sebanyak 10 kelompok melalui Nota Kesepakatan bersama antara Badan
Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten dengan Gapoktan dan LDPM.

Beberapa provinsi yang tidak mengalokasikan dana APBD untuk pengadaan cadangan
pangan pemerintah, karena sudah habis disalurkan untuk kondisi dan kebutuhan
penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu
bersifat pokok, bantuan sosial, dan pengembangan usaha.

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tingkat kabupaten/kota pada tahun
2015 menunjukan bahwa sebanyak 154 kabupaten/kota sudah mempunyai Peraturan
Bupati tentang CPP. Dari 154 kabupaten/kota tersebut terdapat 30 kabupaten/kota yang
tidak membangun gudang cadangan pangan pemerintah tetapi melakukan kerjasama
dengan pihak ketiga. Jumlah kabupaten/kota yang sudah mempunyai Peraturan Bupati
mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 96 kabupaten/kota pada tahun
2014 menjadi 154 kabupaten/kota pada tahun 2015, atau naik sekitar 60,42 persen. Hal
ini mengingat pentingnya Peraturan Bupati sebagai dasar dalam rangka pengembangan
cadangan pangan pemerintah.

Implementasi dari Peraturan Bupati untuk pengelolaan gudang sebanyak 55 persen dari
96 kabupaten/kota sudah mempunyai Surat Keputusan Penunjukkan Kepala Gudang.
Kepala gudang dapat menugaskan PNS atau tenaga honorer yang mempunyai
kemampuan dalam mengelola gudang.

5. Output Kinerja Lainnya: Kajian Responsif dan Antisipatif Kegiatan
Distribusi, Harga, dan Cadangan Pangan

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan selain melaksanakan kegiatan utama seperti
tercantum dalam Renstra/PK/RKT, dalam upaya mendukung kebijakan/program/kegiatan
pembangunan pertanian, juga melaksanakan kegiatan kajian yang terkait dengan tugas
dan fungsinya. Beberapa isu kebijakan pembangunan pertanian yang dikaji pada tahun
2015 adalah: (a) Kajian Penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras
Tahun 2015; (b) Kajian HPP Jagung Tahun 2015; (c) Kajian HPP Bawang Merah Tahun
2016; (d) Kajian HPP Sapi Potong Tahun 2016; dan (e) Dampak Kenaikan Harga Bahan
Bakar Minyak (BBM) Terhadap Harga Pangan Tahun 2015. Secara rinci, hasil kajian
tersebut adalah sebagai berikut:
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5.1. Kajian Penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah-Beras

Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Penyaluran Raskin pada tanggal 14 Januari 2015
dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada tanggal 29 Desember 2014 di Kantor
Kemenko Bidang Perekonomian, Surat Menteri Sekretaris Negara No.B-1264/M.Sesneg/D-
3/DH.01.02/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Permohonan Kenaikan HPP
Gabah/Beras dan Kedelai, Surat Perum Bulog kepada Kemenko Bidang Perekonomian
Nomor B-689/11/DO000/12/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal Usulan Kenaikan HPP
Gabah dan Beras, serta Surat Gubernur Jawa Timur kepada Presiden RI Nomor
521.1/4637/113.16/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Permohonan Kenaikan HPP
Gabah/Beras, Kementerian Pertanian dalam hal ini menugaskan Badan Ketahanan Pagan
untuk melakukan kajian singkat bersama instansi terkait terhadap pelaksanaan Inpres
Nomor 3/2012, khususnya untuk membahas penyesuaian HPP Gabah dan Beras pada
tahun 2015.

Penyesuaian HPP gabah dan beras antara lain didasari pengadaan gabah/beras oleh
Bulog dalam 2 tahun terakhir (2013-2014) lebih rendah dari tahun 2012 saat
dikeluarkannya Inpres No.3/2012. Hal tersebut antara lain karena harga gabah di tingkat
petani jauh lebih tinggi di atas HPP. Pada tahun 2014, musim tanam mundur sehingga
musim panen juga mundur, namun panen raya yang jatuh pada bulan puasa/lebaran
menyebabkan harga di tingkat petani tetap tinggi sehingga berpengaruh pada tingkat
penyerapan gabah/beras oleh Perum Bulog.

HPP memiliki fungsi ganda, selain bertujuan untuk melindungi petani dari harga jatuh,
juga untuk meningkatkan pengadaan gabah/beras oleh Perum Bulog. Mengingat kondisi
saat ini harga gabah ditingkat petani sudah jauh diatas HPP, dengan laba usaha tani
cukup menguntungkan, maka kenaikan HPP gabah dan beras pada tahun 2015 lebih
diarahkan untuk mendorong pengadaan gabah/beras oleh Perum Bulog dalam upaya
meningkatkan cadangan pangan pemerintah (stabilisasi pasokan) dan stabilisasi harga.
Untuk membantu petani, Pemerintah perlu memfasilitasi sarana produksi, seperti bantuan
pupuk dan benih unggul sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi.

Kenaikan HPP gabah dan beras akan berdampak terhadap perubahan target inflasi tahun
2015 yang saat ini sudah diajukan oleh Kementerian Keuangan ke DPR. Kenaikan HPP
sekitar 10% akan berdampak pada kenaikan inflasi sekitar 0,38%. Selain itu, dengan
perubahan HPP juga berdampak pada perubahan alokasi anggaran untuk dana raskin.

Kenaikan HPP gabah dan beras memperhitungkan berbagai faktor, seperti kondisi harga
gabah pada saat panen raya, biaya transport dari petani ke penggilingan, konversi GKP
ke GKG, biaya pengeringan, bunga bank, margin keuntungan pengilingan, biaya angkut
dari penggilingan ke gudang Bulog, dan biaya penggilingan.
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Secara rinci, perhitungan usulan kenaikan HPP gabah dan beras pada tahun 2015
disajikan pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22. Usulan Kenaikkan HPP Gabah dan Beras pada Tahun 2015

Uraian Satuan | Harga |Pembulatan I:pF;zs Selisih Per§en
(Rpkg) | Rpkg) | (Rpkg) (Rpkg) (Rp/kg) |Kenaikan

Harga GKP di Tingkat Petani 3.807 3.810 3.300 510 | 1545
Biaya transport dari petani ke penggilingan 60
Harga GKP di Penggilingan 3.867 3.870 3.350 520 | 15,52
Konversi GKP ke GKG (86%) 4.497
Biaya pengolahan (pengeringan) 60,00 | 4.557
Karung plastik ukuran 50 kg (Rp 1.000/lembar)| 20,00 | 4.577
Bunga bank 1 minggu (12%ith, 1%/bin) 11,44 | 4588
Keuntungan penggilingan padi (1%) 4588 | 4.634
Total Biaya GKP ke GKG 137,32
Harga GKG di Penggilingan 4634 4.630 4.150 480 | 11,57
Biaya angkutan dari PB ke gudang Bulog 50
Harga GKG di Gudang Bulog 4,684 4.680 4.200 480 | 11,43
Konversi GKG ke Beras (65%) 7.206
Biaya Giling 100
Harga Beras di Gudang Bulog 7.306 7.310 6.600 710 | 10,76

Keterangan: Kenaikan HPP didasarkan pada harga rata-rata GKP saat panen raya (Maret-Mei 2014) dari data hasil
pemantauan di Pulau Jawa (4 provinsi) dan Luar Jawa (7 provinsi), data Panel Harga BKP Kementan di 22 provinsi,
serta data SMS Center Ditien P2HP Kementan.
Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan HPP gabah dan beras selama tahun 2002-
2014, usulan kenaikkan HPP gabah dan beras tahun 2015 masih realistis. Hal ini terlihat
dari beberapa indikator, antara lain:

(1) Usulan kenaikan HPP gabah dan beras tahun 2015 hampir sama dengan rata-rata
pertumbuhan HPP gabah dan beras tahun 2002-2014, yaitu: (a) HPP GKP di petani
tahun 2015 naik 15,45 persen, sedang rata-rata pertumbuhan naik 15,42 persen; (b)
HPP GKG di penggilingan tahun 2015 naik 11,57 persen, sedang rata-rata
pertumbuhan naik 13,70 persen; dan (c) HPP Beras di gudang Bulog tahun 2015 naik
10,76 persen, sedang rata-rata pertumbuhan naik 15,80 persen;

(2) Rata-rata rasio HPP gabah terhadap beras usulan tahun 2015 hampir sama dengan
rata-rata rasio tahun 2002-2014, yaitu: (a) Rasio HPP GKP terhadap HPP Beras tahun
2015 sebesar 1,92, sedang tahun 2002-2014 sebesar 2,05; dan (b) Rasio HPP GKG
terhadap HPP Beras tahun 2015 sebesar 1,58, sedang tahun 2002-2014 sebesar 1,57.

(3) Berdasarkan analisis usahatani pada musim hujan (MH) 2013/2014 di Pulau Jawa,
dengan asumsi harga usahatani (saprodi) mengalami kenaikan 15 persen dan
perhitungan harga beli sesuai HPP Inpres 2015, terlihat bahwa keuntungan petani
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(33,14 persen), hampir sama dengan keuntungan jika pembelian masih
menggunakan Inpres 3/2012 tanpa adanya kenaikan biaya saprodi (32,62 persen).
Begitu juga kondisi di luar Pulau Jawa, keuntungan petani (64,96 persen), hampir
sama dengan keuntungan jika pembelian masih menggunakan Inpres 3/2012 tanpa
adanya kenaikan biaya saprodi (64,31 persen). Kondisi tersebut menunjukkan
usahatani padi masih menguntungkan (>30 persen). Secara rinci perhitungan
perbandingan laba usahatani dengan harga Inpres 3/2012, harga kondisi aktual,
harga (usulan) Inpres 2015, dan harga (asumsi) saprodi naik 15 persen seperti pada
Tabel 23 dan Tabel 24.

Tabel 23. Laba Usahatani MH 2013/2014 di Pulau Jawa dengan Asumsi
Kenaikan Saprodi dan HPP Inpres Tahun 2015

. | UsulanHPP | AsumsiHarga

HPP GKP Inpres| Harga Saprodi Lo

. . Inpres Tahun | Saprodi Naik 15
Uraian 3/2012 (Rp | Maret-April 2014
2015(Rp | %, HPP 2015 (Rp
3.300/Kg) (Rp 3.949/Kg)

3.810/Kg) 3.810/Kg)
Penerimaan (produksi 6170 Kg) 20.361.000 24.365.330 | 23.507.700 23.507.700
Total Biaya (Rp.) 15.353.279 15.353.279 |  15.353.279 17.656.271

Keuntungan:

-Rupiah 5.007.721 9.012.051 8.154.421 5.851.429
-Persentase Per Musim Tanam 32,62 58,70 53,11 33,14

Keterangan. Lokasi sampel di Jabar, Jateng, Jatim, dan Banten

Tabel 24. Laba Usahatani MH 2013/2014 di Luar Pulau Jawa dengan Asumsi
Kenaikan Saprodi dan HPP Inpres Tahun 2015

.| UsulanHPP | AsumsiHarga

HPP GKP Inpres | Harga Saprodi o

) i Inpres Tahun | Saprodi Naik 15
Uraian 3/2012 (Rp | Maret-April 2014
2015(Rp | %, HPP 2015 (Rp
3.300/Kg) | (Rp3.861/Kg)

3.810/Kg) 3.810/Kg)
Penerimaan (produksi 5899 Kg) 19.466.700 22.776.039 | 22.475.190 22.475.190
Total Biaya (Rp.) 11.847.340 11.847.340 | 11.847.340 13.624.441

Keuntungan:

-Rupiah 7.619.360 10.928.699 |  10.627.850 8.850.749
-Persentase Per Musim Tanam 64,31 92,25 89,71 64,96

Keterangan. Lokasi sampel di Sumut, Sumbar, Lampung, Kalsel, NTB, dan Sulsel.

Dari hasil review HPP gabah dan beras pada Inpres No.3/2012 dan kajian singkat usulan
kenaikan HPP gabah dan beras tahun 2015, Kementerian Pertanian menyimpulkan:

45



(1) Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga beras, dan agar Bulog bisa menyerap
gabah/beras petani untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah dari dalam
negeri, maka diperlukan penyesuaian HPP gabah dan beras pada Inpres 3/2012.

(2) Usulan besaran kenaikan HPP gabah dan beras tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a) HPP GKP di petani naik 15,45%, dari Rp 3.300/kg menjadi Rp 3.810/kg;
b) HPP GKP di penggilingan naik 15,52%, dari Rp 3.350/kg menjadi Rp 3.870/kg;
c) HPP GKG di penggilingan naik 11,57%, dari Rp 4.150/kg menjadi Rp 4.630/kg;
d) HPP GKG di gudang Bulog naik 11,43%, dari Rp 4.200/kg menjadi Rp 4.680/kg;
e) HPP Beras di gudang Bulog naik 10,76%, dari Rp 6.600/kg menjadi Rp 7.310/kg.

(3) Untuk memfasilitasi Perum Bulog dalam pembelian gabah dan beras di luar kualitas
yang telah ditetapkan Pemerintah (HPP), maka perlu ditetapkan Peraturan Menteri
Pertanian tentang pembelian gabah dan beras di luar kualitas oleh Pemerintah.

5.2. Kajian HPP Jagung Tahun 2015

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia saat panen raya jagung di
Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP)
Jagung pipilan kering sebesar Rp 2.700/kg. Dalam upaya mewujudkan stabilitas harga
dan upaya peningkatan produksi jagung nasional muncul wacana untuk melindungi petani
dan jaminan pemasaran jagung petani melalui instrumen kebijakan harga yang akan
diterapkan pemerintah melalui kebijakan harga dasar, selanjutnya konsep harga dasar
diharapkan menjadi harga pembelian pemerintah (HPP) dan apabila kebijakan HPP
ditetapkan, harus didukung oleh perangkat kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan.

Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji keuntungan (profitabilitas) kegiatan usahatani
jagung nasional; (2) Mengkaji daya saing komoditas jambu jagung di pasar internasional;
dan (c) Mengkaji kemungkinan diterapkannya kebijakan HPP jagung.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) Tersedianya data dan informasi
tentang keuntungan usahatani jagung; (2) Tersedianya data dan informasi tentang daya
saing jagung Indonesia di pasar Internasional; dan (3) Terumuskannya bahan masukan
kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Jagung.

Berdasarkan perhitungan hasil usatani jagung (tanpa memperhitungkan bunga bank)
diperoleh hasil bahwa pada musim tanam tahun 2014 (BPS, 2014) cukup layak jika dilihat
dari nilai keuntungan sebesar 31,8 persen, artinya dengan harga jual Rp 2.429/kg
ditingkat petani masih mendapatkan keuntungan sebesar 31,8 persen. Produksi rata-rata
jagung sebesar 4,96 ton/ha. Selanjutnya dengan menggunakan asumsi yang sama, tetapi

46



biaya input naik 15 persen dan harga output tetap, maka keuntungan usahatani jagung
turun menjadi 14,6 persen. Sedangkan apabila biaya input dan output naik 15 persen
maka keuntungan yang diterima petani sama dengan keuntungan semula, yakni 31,8
persen seperti terlihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Nilai Input dan Output Jagung Tahun 2014 (Belum
Memperhitungkan Bunga Bank)

Biaya Input Naik 15% | _.
. - Biaya Input dan Harga
Uraian Nilai (BPS, 2014) dan Harga Output .
Output Naik 15%
Tetap
Harga (Rp/Kg) 2.429 2.429 2.793
Produksi (ton) 4.960 4.960 4.960
Pendapatan (Rp) 12.047.840 12.047.840 13.853.280
Biaya Input (Rp) 9.140.120 10.511.138 10.511.138
Keuntungan (Rp) 2.907.720 1.536.702 3.342.142
Keuntungan (%) 31,81 14,62 31,81

Sumber: BPS (2014), diolah BKP

Hasil usatani jagung (memperhitungkan bunga bank) diperoleh hasil bahwa pada musim
tanam tahun 2014 (BPS, 2014) cukup layak jika dilihat dari nilai keuntungan sebesar 26,3
persen, artinya dengan harga jual Rp 2.429/kg ditingkat petani masih mendapatkan
keuntungan sebesar 26,3 persen. Sedangkan produksi rata-rata jagung sebesar 4,96
ton/ha, secara rinci seperti terlihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Nilai Input dan Output Jagung Tahun 2014 (dengan perhitungkan

bunga bank 11,12 %/th dan Inflasi 6,5%/th)

Biaya Input Naik 15%

Biaya Input dan Harga

Uraian Nilai (BPS, 2014) dan Harga Output .
Output Naik 15%
Tetap
Harga (Rp/Kg) 2.429 2.429 2.793
Produksi (ton) 4.960 4.960 4.960
Pendapatan (Rp) 12.047.840 12.047.840 13.853.280
Biaya Input (Rp) 9.538.172 10.909.190 10.909.190
Keuntungan (Rp) 2.509.668 1.138.650 2.944.090
Keuntungan (%) 26,31 10,44 27,00

Sumber: BPS (2014), diolah BKP

Dengan menggunakan asumsi yang sama, tetapi biaya input naik 15 persen dan harga
output tetap, maka keuntungan usahatani jagung turun menjadi 10,4 persen. Sedangkan

apabila biaya input dan output naik 15 persen maka keuntungan yang diterima petani
sebesar 27,0 persen.
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Beberapa pandangan dan saran dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) HPP
Jagung adalah sebagai berikut:

1.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) berpendapat bahwa kebijakan Harga Pembelian
Pemerintah (HPP) bertujuan untuk melindungi petani dari kejatuhan harga jagung
pada saat panen raya, menetapkan HPP jagung akan berdampak terhadap pada
peningkatan harga produk ikutan jagung dan pakan ternak.

Berdasarkan data BPS pada bulan Februari 2015, andil kelompok padi-padian, umbi-
umbian terhadap inflasi sebesar 0,1112 persen (relatif kecil).

Hasil Kajian PSEKP (2010) bahwa struktur konsumsi pangan per kapita masyarakat
terhadap pangan, jagung memberikan kontribusi sebesar 2,06 persen, dan beras
sebesar 58,52 persen.

Hasil Kajian PSEKP (2013), bahwa: (a) sekitar 55-60 persen jagung digunakan
sebagai bahan baku pakan; (b) Kenaikan harga jagung sebesar 10 persen akan
menurunkan permintaan jagung sebesar 1,98 persen, hal ini menunjukkan bahwa
penurunan permintaan pakan akan relatif kecil; dan (c) Kenaikan harga jagung 11,16
persen menurunkan permintaan jagung 2,21 persen.

Hasil kajian PSEKP (2015), bahwa jika harga jagung pipilan kering naik dari Rp
2.429/kg menjadi Rp 2.700/kg atau naik sekitar 11,16 persen, akan menaikkan Indeks
Harga Umum (IHU) sebesar 2,67. Indeks Harga Umum (IHU) bulan Februari 2015
sebesar 118,28, maka tingkat inflasi akan naik sebesar 0,05 persen.

Uraian Kenaikan
Harga Jagung naik dari Rp 2.429/kg menjadi Rp
2.700/kg 11.16
Dampak
IHU Februari 2015 118.3
Koefisien IBM 0.24
Proporsi Jagung terhadap IBM 0.03
Kenaikan THU 0.06
Tambahan Inflasi 0.05
Sumber : BPS, diolah PSEKP dan BKP

Keterangan:

V  IHU = Indeks Harga Umum

V  IBM = Indeks Harga Bahan Makanan

V  Kenaikan IHU=% kenaikan harga jagung x koefisien IBM x Proporsi jagung terhadap total IBM

V  Tambahan Inflasi = (kenaikan IHU/IHU_Feb05)x100%
Mengacu pada kondisi tersebut diatas, BKP menyarankan untuk diberlakukan Harga
Pembelian Pemerintah (HPP) Jagung dengan tujuan: (a) peningkatan produktivitas
jagung, (b) memberikan motivasi petani untuk menanam jagung karena adanya

kepastian harga, dan (c) menekan laju impor jagung.
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7.

Penetapan HPP jagung untuk mendukung pencapaian swasembada jagung, perlu
didasarkan atas pertimbangan: (a) suku bunga bank terkait permodalan usahatani,
(b) tingkat keuntungan usahatani; dan (c) tingkat inflasi.

Untuk menjamin efektivitas kebijakan HPP jagung perlu dukungan kebijakan: (a)
pemberlakuan tarif bea masuk 5-10 persen, (b) Bulog diberikan mandat oleh
Pemerintah untuk menyerap jagung petani, (c) Pemerintah mengalokasikan APBN
untuk membeli jagung petani, (d) Importir berkewajiban melakukan bukti serap
terhadap jagung petani lokal, dan (e) Pemberian subsidi benih dan pupuk kepada
petani.

Pemberlakuan HPP jagung harus dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden,
sehingga Bulog sebagai lembaga yag diberi wewenang untuk melakukan stabilisasi
pasokan dan harga, pengamanan harga, dan penyaluran jagung memiliki kekuatan
hukum yang kuat.

10. Berdasarkan perhitungan hasil usatani jagung:

a. Tanpa memperhitungkan bunga bank, petani masih memperoleh keuntungan 31,8
persen, bila biaya input naik 15 persen dan harga output tetap, keuntungan
keuntungan petani turun 14,6 persen dan bila biaya input dan output naik 15
persen, maka keuntungan petani sama dengan keuntungan semula, yakni 31,8
persen.

b. Memperhitungkan bunga bank 11,12 persen/th dan Inflasi 6,5 persen/th petani
memperoleh keuntungan 26,3 persen, dengan menggunakan asumsi yang sama,
biaya input naik 15 persen dan harga output tetap, keuntungan turun menjadi
10,4 persen dan biaya input dan output naik 15 persen maka keuntungan yang
diterima petani sebesar 27,0 persen.

Implikasi Kebijakan

1.

2.

Harga output dinaikkan menjadi Rp 2.700/kg (11,16 persen) akan memberi dampak
keuntungan akibat adanya kebijakan subsidi output, proteksi efektif dan transfer
effects bagi petani. Keuntungan finansial meningkat 4,82 kali lipat dari keuntungan
ekonomis. Apabila harga output dinaikkan Rp. 3.500/kg (44,09 persen) akan
memperdalam disparitas harga jagung domestik dan impor (nilai NPCO>1), dan
keuntungan finansial 10,25 kali keuntungan ekonomis.

Tariff bea masuk jagung dinaikkan 10 persen dan 15 persen akan memperkuat daya
saing pada nilai ekonomis (keunggulan komparatif), tetapi distorsi kebijakan semakin
menguat. Terjadi transfer negatif dalam usahatani jagung (SRP=-0,03) akibat
kebijakan menaikkan tariff bea masuk sebesar 15 persen. Hal ini menunjukkan petani
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harus membayar lebih tinggi untuk berproduksi daripada nilai tambah keuntungan
yang dapat diterimanya.

Kenaikan produktivitas jagung pipilan kering sebesar 3,61 persen akan membuat
usahatani jagung semakin berdaya saing pada nilai ekonomis dan distorsi kebijakan
juga semakin menguat. Terjadi transfer positif kepada petani jagung (SRP=0,11)
akibat kenaikan produktifitas yang memberikan dampak yang menguntungkan bagi
petani jagung karena harga input turun.

Kenaikan harga output 11,1 persen dan naik 10 persen memberikan dampak yang
lebih baik dibandingkan hanya menerapkan salah satu kebijakan. Hal ini ditunjukkan
dengan menurunnya nilai NPCI menjadi 0,51. Dampak kebijakan subsidi memberikan
manfaat positif bagi usahatani jagung.

Ketiga kebijakan yang diterapkan, maka kebijakan yang paling baik adalah kebijakan
menaikkan harga output 11,1 persen dan tariff 10 persen secara bersamaan.

Rekomendasi Kebijakan

1.

Usahatani jagung Indonesia masih tetap memerlukan campur tangan pemerintah
untuk menunjang daya saing pada nilai ekonomi (internasional).

Usahatani komoditas jagung masih layak dikembangkan, namun meningkatkan tariff
hingga 15 persen akan menyebabkan melemahnya daya saing dan terjadi transfer
negatif yang menunjukkan petani harus membayar lebih tinggi untuk berproduksi
daripada nilai tambah keuntungan yang dapat diterimanya.

Kebijakan pemerintah yang sesuai dengan ketentuan WTO adalah penerapan bea
masuk impor (special saveguard mechanism dengan tariff jagung maksimum 40
persen), penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau menaikkan harga output
menjadi Rp 2.700/kg (11,16 persen) dan akses pasar tanpa mengurangi perlindungan
input terhadap petani.

Untuk menjamin efektivitas kebijakan HPP jagung perlu dukungan kebijakan, antara
lain: (@) Pemberlakuan tarif bea masuk 5-10 persen, (b) Perum Bulog diberikan
mandat oleh Pemerintah untuk menyerap jagung petani, (c) Pemerintah
mengalokasikan APBN untuk membeli jagung petani, (d) Importir berkewajiban
melakukan bukti serap terhadap jagung petani lokal, dan (e) Pemberian subsidi benih
dan pupuk ke petani.

Perum BULOG diberi wewenang pengadaan dan penyaluran jagung petani lokal dalam
rangka stabilisasi pasokan dan harga, serta pengamanan harga, yang didukung oleh
penyediaan anggaran dari Pemerintah. Anggaran yang dibutuhkan untuk menyerap
jagung petani lokal, sebesar 10persen dari total produksi 20,3 juta ton dengan HPP

Rp 2.700 per kg adalah Rp 5,485 trilyun.
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5.3. Kajian HPP Bawang Merah Tahun 2016

Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Pertanian pada Rapat Pimpinan Kementerian
Pertanian tanggal 20 November 2015 tentang perhitungan Harga Pembelian Pemerintah
(HPP) bawang merah, Badan Ketahanan Pangan telah melakukan kajian singkat dan FGD
tentang Analisis Usahatani Bawang Merah (termasuk penanganan pasca panen) pada
tanggal 22 November 2015, FGD tentang Usulan HPP Bawang Merah dengan
mengundang stakeholder terkait pada tanggal 27 November 2015, serta meminta
masukan dan saran dari para pakar/peneliti terkait bawang merah dari instansi terkait.

Produksi bawang merah yang terbatas pada daerah sentra tertentu dan periode tanam
dan panen pada bulan tertentu menimbulkan dinamika pasokan dan ketersediaan di
masyarakat yang terkadang berfluktuasi yang dapat berujung pada gejolak dan fluktuasi
harga baik ditingkat produsen maupun konsumen. Produksi yang tidak merata sepanjang
tahun menyebabkan Pemerintah sulit untuk mengatur pola tanam dan produksi bawang
merah yang dihasilkan petani.

Fluktuasi harga bawang merah sangat tajam, harga sering jatuh pada saat panen raya
yang umumnya terjadi pada MK-I, dan melonjak tinggi pada saat produksi/ketersediaan
berkurang yang umumnya terjadi pada MH. Tingginya harga ditingkat konsumen sering
bertolak belakang dengan kondisi harga ditingkat petani yang relatif rendah.

Untuk mendorong petani agar begairah dalam usahatani bawang merah guna
meningkatkan produksi dan ketersediaan di masyarakat, maka perlu adanya kepastian
atau jaminan harga bawang merah ditingkat petani dari Pemerintah. Oleh karena itu,
untuk kepastian harga, perlu disusun Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bawang merah
ditingkat petani agar petani memperoleh keuntungan yang layak.

Analisis Usaha Tani Bawang Merah

Berdasarkan hasil survei usahatani bawang merah pada tahun 2015 di daerah sentra
produksi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, diperoleh data bahwa
rata-rata biaya produksi bawang merah dengan memperhitunkan bunga bank sebesar Rp
40,17 juta/ha/MT (kisaran Rp 34,95-46,07 juta/ha/MT), terdiri dari: (a) biaya sarana
produksi (benih, pupuk, dan obat-obatan) Rp 21,41 juta atau sekitar 53 persen; (b) biaya
tenaga kerja (pra panen sampai pasca panen) Rp 13,70 juta atau sekitar 34 persen; (c)
biaya lainnya (PBB, sewa alsintan dan sewa lahan) Rp 3,63 juta atau sekitar 9 persen;
dan (d) biaya bunga bank 11,12 persen/tahun sekitar Rp 1,44 juta atau sekitar 4 persen
seperti pada Tabel 27.
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Tabel 27. Analisis Usahatani Bawang Merah Tahun 2015

Uraian Brebes | Majalengka| Nganjuk | Bojonegoro | Rata-rata

|. Biaya
1. Biaya Produksi (Rp/Ha/MT) 44,425,000] 41,110,500 | 35,705,000  33,700,000{ 38,735,125

a. Sarana Produksi (benih, pupuk, obat-obatan) | 21,825,000| 19,110,500 | 23,275,000 21,410,000{ 21,405,125

b. Tenaga Kerja (pra panen, panen, pascapanen) | 18,820,000{ 18,460,000  8750,000f  8,770,000{ 13,700,000

¢. Biaya Lainnya (PBB, Sewa Alsintan & Lahan) 3780,000{ 3540000 | 3,680,000{  3520,000{ 3,630,000
2. Bunga Bank (11,12% per tahun) 1,646,687 1523829 | 1323465 1,249,147, 1435782
Total Biaya (termasuk Bunga Bank) 46,071,687) 42,634,329 | 37,028,465 34,949,147, 40,170,907
Il. Pendapatan (Rp/Ha/MT) 57,600,000{ 50,400,000 | 55,000,000{  56,000,000{ 54,750,000
1. Produksi (Kg/Ha) 9,600 9,000 10,000 8,000 9,150
2. Harga (Rp/Kg) 6,000 5,600 5,500 7,000 6,025
Ill. Keuntungan (Rp/Ha/MT) 11,528313[ 7,765,671 | 17,971,535  21,050,853| 14,579,093
1. Keuntungan bulanan per Ha (Rp) 3842711 2588957 5990512  7,016%1| 4,859,698
2. Keuntungan bulanan per 0,3Ha (Rp) 1268114 854224 1976809|  2315594| 1,603,700
IV.. Harga Pokok (BEP) biaya produksi/unit (Ro/Kg) 479 4731 3,703 4,369 4,402
V. R/Cratio 1.25 118 1.49 1.60 138

Sumber: Data lapangan di Jabar, Jateng dan Jatim (PSE-KP Kementan, 2015)

Produksi bawang merah rata-rata 9,15 ton/ha (kisaran 8-10 ton/ha) dengan harga beli
ditingkat petani rata-rata Rp 6.025/kg (kisaran Rp 5.500-7.000/kg), sehingga pendapatan
kotor petani rata-rata Rp 54,75 juta/ha/MT (kisaran Rp 50,40-57,60 juta/ha/MT). Apabila
dilihat margin keuntungan ditingkat petani, terlihat bahwa keuntungan petani rata-rata
Rp 14,58 juta/ha/MT (kisaran Rp 11,53-21,05 juta/ha/MT) atau sekitar 38 persen (kisaran
18-60 persen). Namun apabila dilihat kondisi riil ditingkat petani yang hanya memiliki
lahan sekitar 0,3 Ha, maka keuntungan petani hanya sekitar 1,60 juta/ha/bulan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produksi bawang merah nasional relatif masih
rendah, mengingat potensi produksi bawang merah bisa mencapai 15-20 ton/ha. Selain
itu, menunjukkan ketimpangan harga yang sangat tinggi antara produsen yang berkisar
Rp 5.500-7.000/kg dengan harga ditingkat konsumen vyang berkisar Rp 17.000-
55.000/kg. Hal inilah yang menyebabkan margin keuntungan pemasaran bawang merah
sebagian besar dinikmati oleh tingkat pedagang, sedangkan petani sebagai produsen
kurang diuntungkan.
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Dari hasil usahatani bawang merah, terlihat bahwa rata-rata biaya produksi (BEP)
bawang merah sebesar Rp 4.402/kg (kisaran Rp 3.700-4.800/kg). Meski kondisi aktual
harga bawang merah di petani sekitar 38 persen diatas BEP, namun mengingat produk
bawang merah mudah rusak dan harga yang berfluktuasi, maka produksi bawang merah
dianggap layak dan menjanjikan apabila margin keuntungan yang diterima petani sekitar
75 persen, jauh lebih tinggi dari margin usaha komoditas pangan lainnya yang dianggap
layak jika margin keuntungan minimal 30 persen.

HPP Bawang Merah

Penerapan HPP bawang merah mungkin merupakan pilihan, namun harus HPP yang
berkualitas, artinya HPP harus jadi komitmen semua pihak. HPP diperlukan karena
pertimbangan permasalahan produksi atau harga. Selama ini Pemerintah kurang berpihak
kepada petani saat produksi melimpah dan harga jatuh, namun sangat reaktif pada saat
harga tinggi ditingkat konsumen

Persoalan bawang merah terkait fluktuasi harga mungkin bukan tentang HPP, karena
penelitian menunjukkan HPP tidak wrgent (mendesak). Saat ini HPP belum siap
dilaksanakan secara teknis mengingat produk bawang merah yang mudah rusak, tidak
tahan lama disimpan, serta belum ada infrastruktur penyimpanannya. Kelayakan
operasonal HPP harus didukung oleh tempat penyimpanan karena ada rentang waktu
antara penyimpanan dengan penjualan (hari/minggu/bulan) yang dapat menyebabkan
susut volume dan mutu, sehingga harga turun (PSE-KP Kementan).

Dengan adanya rencana HPP bawang merah, diharapkan bisa mendorong petani untuk
mengatur pola tanam (produksi) sehingga ketersediaan (produksi) dapat merata
sepanjang tahun agar harga dan pasokan bawang merah tetap stabil.

Harga referensi tidak berlaku untuk semua wilayah karena struktur usahatani yang
berbeda-beda, sehingga apabila HPP bawang merah akan ditetapkan, maka HPP dibagi
sesuai wilayah (regional).

Apabila HPP bawang merah ditetapkan, maka:

a. Infrastruktur yang disiapkan seperti bea masuk/tariff (terkait dengan importasi)
dinaikkan, gudang penyimpanan, dan anggaran APBN;

b. Persoalan bawang merah bukan tentang harga ditingkat petani, namun disparitas
harga antara produsen dengan konsumen yang sangat tinggi yang tidak bisa diatasi
dengan adanya HPP, sehingga perlu mengurangi rantai distribusi dari produsen ke
konsumen, serta perlu dikaji tentang struktur pasar bawang merah;

c. HPP (Inpres) harus terkait dan sejalan dengan regulasi yang lebih tinggi (UU);
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d. HPP harus ditopang oleh kelembagaan, tidak bisa hanya oleh Pemerintah mengingat
sistim politik anggaran saat ini yang kurang berpihak kepada petani bawang merah;

e. HPP harus didukung oleh penerapan teknologi maju, misalnya dukungan inovasi
teknologi dan sistim informasi sangat menentukan;

f. HPP harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan budaya mengingat HPP harus
memberi nilai tambah yang diterima petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk menentukan besaran HPP bawang merah ditingkat petani, maka dari hasil BEP
biaya produksi bawang merah sebesar Rp 4.402/kg dibuat simulasi keuntungan ditingkat
petani antara 70-90persen seperti terlihat pada Tabel 28, yaitu:

a. Keuntungan petani 70 persen, maka HPP bawang merah Rp 7.500/kg;
b. Keuntungan petani 75 persen, maka HPP bawang merah Rp 7.700/kg;
c. Keuntungan petani 80 persen, maka HPP bawang merah Rp 7.900/kg;
d. Keuntungan petani 85 persen, maka HPP bawang merah Rp 8.100/kg;
e. Keuntungan petani 90 persen, maka HPP bawang merah Rp 8.400/kg.
Tabel 28. Simulasi HPP Bawang Merah di Tingkat Petani Tahun 2016

Uraian Harga HPP sesuai Keuntungan Petani (Rp/Kg)
(Rp/Kg) 70% 75% 80% 85% 90%
Biaya Pokok Produksi (BEP) Bawang Merah 4,402 7483 7703 7923 8,144 8,364
Pembulatan 7,500 7,700 7,900 8,100 8,400
Kondisi Aktual Harga Jual di Petani 6,025

Dari hasil usahatani bawang merah, terlihat bahwa rata-rata kondisi aktual harga bawang
ditingkat petani sebesar Rp 6.025/kg atau petani hanya memperoleh margin keuntungan
sekitar 38 persen. HPP bawang merah dianggap layak dan mendorong petani untuk
bergairah dalam usahatani apabila margin keuntungan sekitar 75persen, atau HPP
sebesar Rp 7.700/kg.

Saran untuk Kebijakan Perlindungan Petani

Sentra produksi yang sangat terbatas dan pola produksi yang tidak merata, serta
prognosa ketersediaan dan kebutuhan yang sangat berfluktuasi setiap bulan, maka
Pemerintah perlu melakukan kebijakan untuk meningkatkan produksi (ketersediaan)
bawang merah antara lain melalui kepastian/jaminan harga bawang merah ditingkat
petani.

Produktivitas bawang merah nasional masih rendah, sehingga untuk meningkatkan
produktivitas maka perlu penerapan teknologi maju dalam budidaya, seperti penggunaan
bibit berkualitas yang tahan tekanan (perubahan ekstrim) cuaca.
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Perbedaan harga bawang merah di tingkat produsen dengan harga ditingkat konsumen
yang sangat tinggi selain disebabkan oleh faktor distribusi dan penyimpanan yang
menyebabkan susut volume, kemungkinan disebabkan faktor psikolgis pedagang yang
memanfaatkan perilaku konsumen pada saat HBKN dengan menaikkan harga yang tidak
wajar.

Perhitungan analisis usahatani bawang merah sebagai acuan perhitungan HPP agar
mengacu pada kondisi harga di wilayah (provinsi) sentra produksi utama. Oleh karena itu,
perlu dibentuk Tim lintas Eselon I untuk melakukan kajian terkait analisis usahatani
bawang merah di wilayah sentra produksi, serta data/informasi terkait harga dan produksi
bawang merah nasional.

Besaran HPP bawang merah tidak harus bersifat nasional, namun hanya untuk petani di
wilayah sentra produksi utama. Hal ini mengingat struktur biaya produksi dan pangsa
pasar masing-masing wilayah berbeda.

Berdasarkan kajian singkat tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan HPP Bawang
Merah ditingkat petani agar diperoleh margin keuntungan yang wajar dan layak, sehingga
mendorong petani untuk meningkatkan produksi bawang merah untuk terciptanya
stabilisasi harga dan pasokan bawang merah.

Mengingat produk bawang merah mudah rusak saat distribusi dan penyimpanan, maka
keuntungan petani bawang merah dianggap cukup layak dan wajar apabila margin
keuntungan minimal 75 persen, atau dengan kata lain HPP bawang merah sebesar Rp
7.700/kg di tingkat petani. Sedangkan harga yang wajar dan layak ditingkat konsumen
adalah sekitar Rp 17.900/kg dengan asumsi BEP harga di pedagang Rp 11.185/kg dan
dengan margin keuntungan sekitar 60 persen.

Rekomendasi Kebijakan

Dari berbagai analisis dan data yang disajikan, fluktuasi harga bawang merah secara
potensial dipengaruhi oleh: (@) waktu panen bulanan, dengan panen raya bulan Juni-
Agustus; (b) kelancaran distribusi, termasuk yang diakibatkan oleh cuaca atau lonjakan
permintaan menjelang dan saat Hari-hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN); (c) aktivitas
impor; dan (d) aktivitas spekulan.

Upaya stabilisasi harga di tingkat produsen dan konsumen sebaiknya menangani keempat
hal tersebut diatas, yaitu:

a. Meratakan pasokan bawang merah dari tingkat petani terutama pada saat panen
raya, dengan cara menyediakan gudang penyimpanan di sentra produksi yang
dilengkapi alat dan mesin (alsin) untuk menurunkann kadar air sehingga daya simpan
menjadi lebih lama dan kualitas menjadi lebih baik.
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b. Pedagang besar difasilitasi untuk memiliki gudang penyimpanan bawang merah yang

dimanfaatkan untuk menyimpan komoditas bawang merah sebagai antisipasi
menjelang cuaca buruk/musim hujan dan hari-hari besar keagamaan Nasional
(HBKN).

Izin impor diberikan dengan disertai persyaratan waktu pemasukan bawang merah
yang disesuaikan dengan pola panen (off season) dan pola permintaan (lonjakan saat
HBKN).

Peningkatan penegakan hukum bila terjadi impor ilegal ataupun penimbunan bawang
merah untuk keuntungan pribadi.

Akar masalah pertama dan terutama dari anjloknya harga bawang merah di tingkat
petani (pada musim panen raya) dan melonjaknya harga di tingkat konsumen pada
(musim paceklik) ialah fluktuasi ekstrem produksi antar musim yang berkelindan dengan
potensi impor akibat rendahnya bea masuk, dan karakteristik bawang merah yang mudah
dan cepat rusak sehingga menciptakan sumber masalah baru yaitu struktur pasar yang
oligopsonistik-ogopolistik. Oleh karena itu, opsi kebijakan yang mesti dilakukan untuk
meningkatkan harga ditingkat petani ialah mengatasi akar masalah tersebut, bukanlah
HPP, yaitu:

a.

Meningkatkan stabilitas produksi bawang merah dengan mengembangkan usahatani
bawang merah off-season dan sistem budidaya protected farming.

Meningkatkan sebaran spasial produksi dengan mendorong peningkatan produksi,
termasuk mengembangkan sentra produksi baru, di luar 4 provinsi sentra saat ini.

Mengatur importasi bawang merah, termasuk meningkatkan bea masuk.

Menata struktur perdagang bawang merah, antara lain dengan memperkuat
kelembagaan petani dan membangun rantai pasok di bawah kendali Pemerintah
seperti Toko Tani Indonesia (TTI).

Kebijakan HPP hendaklah dijadikan pilihan terakhir dan terpaksa karena:

a.

Masih ada alternatif kebijakan yang lebih sesuai dengan akar masalah seperti
disebutkan diatas.

HPP membutuhkan sejumlah instrumen pendukung yang perlu dipersiapkan lebih
dahulu dan itu membutuhkan waktu yang cukup.

Penegakan HPP pasti menimbulkan kerugian finansial cukup besar dan akan
cenderung kian menjadi beban negara.
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Apabila HPP bawang merah tetap dijadikan dipilihan kebijakan, maka disarankan:

a. HPP bawang merah ditetapkan Rp 7.700/kg di tingkat petani (marjin laba petani 75
persen). Dengan HPP sebesar itu maka harga tertinggi ditingkat konsumen adalah Rp
17.900/kg.

b. Sebelum HPP di berlakukan maka perlu dipastikan kesiapan seluruh unsur penunjang,
temasuk: (1) Memastikan kesiapan operasi pembelian bawang merah petan, meliputi:
(a) Sistem logistik yaitu gudang penyimpanan dan sarana transportasi; (b) Personel
pelaksana; dan (c) Dana operasional; (2) Memastikan sistem pelepasan stok hasil
pembelian bawang dari petani; dan (3) Anggaran untuk untuk fasilitasi operasi pasar
dan penutup kerugian penegakan HPP.

Pemerintah harus menyediakan dana pembelian bawang merah dan menunjuk lembaga
yang ditugasi melakukan pembelian apabila harga yang diterima petani lebih rendah dari
HPP. Selain itu, disediakan pula biaya untuk penyimpanan, perawatan, dan
penyaluran/penjualan pada saat harga pasar tinggi (sekaligus sebagai kegiatan operasi
pasar). Karena daya simpan bawang merah relatif pendek, maka pemerintah harus dapat
mengakomodasi apabila pada saat bawang merah tersebut dilepas ke pasar, harga yang
diterima lebih rendah dari HPP ditambah biaya pengelolaannnya.

5.4. Kajian HPP Sapi Tahun 2016

Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Pertanian pada Rapat Pimpinan Kementerian
Pertanian tanggal 20 November 2015 tentang perhitungan Harga Pembelian Pemerintah
(HPP) sapi/daging sapi, Badan Ketahanan Pangan telah melakukan kajian singkat dan
FGD tentang Analisis Usaha Ternak Sapi Potong pada tanggal 22 November 2015, serta
FGD tentang Usulan HPP Sapi/Daging Sapi dengan mengundang stakeholder terkait pada
tanggal 25 November 2015.

Harga daging sapi ditingkat konsumen relatif tinggi dan berfluktuasi dalam beberapa
tahun terakhir, bahkan pada pertengahan tahun 2015 menyebabkan gejolak di
masyarakat akibat keterbatasan ketersediaan/stok.

Kenaikan harga daging sapi ditingkat konsumen tidak berbanding lurus dengan harga sapi
ditingkat produsen (peternak) yang relatif stagnan dan kurang menguntungkan. Hal inilah
yang menyebabkan peternak tidak segera menjual sapi peliharaanya meski harga
dikonsumen tinggi.

Untuk mendorong peternak agar bergairah dalam usaha ternak sapi potong guna
meningkatkan ketersediaan/pasokan di masyarakat, maka perlu adanya kepastian atau
jaminan harga sapi ditingkat peternak oleh Pemerintah. Untuk kepastian harga, perlu
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disusun Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sapi dan daging sapi ditingkat peternak dan
konsumen agar peternak memperoleh keuntungan yang layak dan konsumen menerima
harga yang wajar.

Analisis Usaha Ternak Sapi Potong

Berdasarkan hasil survei usahaternak sapi potong pada tahun 2015 di Provinsi Jawa Barat
dan Provinsi Banten, diperoleh informasi (Tabel 29), sebagai berikut:

a. Rata-rata pengeluaran biaya usaha ternak sapi potong dengan lama pemeliharaan 6-8

bulan, tanpa atau dengan memperhitungkan biaya tenaga kerja, biaya pembangunan
kandang, dan bunga bank adalah Rp 15,49 juta/ekor atau Rp 20,54 juta/ekor.

Tabel 29. Analisis Usahaternak Sapi Potong Tahun 2015

")

No Keterangan Nilai (Rp.)*) Nilai (Rp.)

. Biaya Produksi 15.466.267 19.446.267
A. |Biaya Variabel 15.456.267 18.786.267,
1. |Sapi Bakalan 11.350.000 11.350.000
2. |Pakan 3.785.000 3.785.000
3. |Vitamin, Mineral dan Suplemen 103.000 103.000
4. |Vaksin dan Obat-obatan 68.267 68.267
5. |TenagaKerja Langsung**) - 3.330.000
6. |[Biaya Lainnya (angkut rumput) 150.000 150.000

B. [Biaya Tetap 10.000 660.000
1. |Biaya Sarana dan Prasarana (pembangunan kandang) - 650.000
2. |Biaya Operasional (listrik, air, dll) 10.000 10.000
C. |Bunga Bank (11,12% per tahun) - 1.073.317
Total Biaya Produksi (termasuk Bunga Bank) 15.466.267 20.519.584

Il Biaya Pemasaran 20.000 20.000

1. Pendapatan
A. [Pendapatan Kotor 20.800.000 20.800.000
1. [Penjualan Sapi Hidup 20.800.000 20.800.000
B. |Pengeluaran (Biaya-Biaya) 15.486.267 20.539.584
C. |Pendapatan Bersih
1. |Pendapatan Bersih Pelihara (6-8 Bl/Ekor) (A-B) 5.313.733 260.416
2. |% Keuntungan Pelihara (6-8 Bl/Ekor) 34,31 1,27
3. |Pendapatan Bersih Bulanan/Ekor 654.105 37.983

Iv. Parameter Kelayakan Usaha
1. |R/CRasio (Revenue and Cost Ratio) 1,34 1,01
2. |B/CRasio (Benefit and Cost Ratio) 0,34 0,01
3. |BEP / Harga Pokok Produksi (Rp/Kg BH)

Belum memperhitungkan biaya tenaga kerja, biaya pembangunan kandang, dan bunga bank.
Sumber: Data lapangan bulan Sept-Okt 2015 di Jawa Barat dan Banten (BKP, 2015)

Dengan membandingkan kedua biaya tersebut, rincian pengeluaran antara lain untuk:
(1) biaya pembelian sapi bakalan umur 1,5-2 tahun atau bobot 200-300 kg/ekor
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sebesar Rp 11,35 juta/ekor, sekitar 73,29 persen atau 55,26 persen; (2) biaya pakan
(konsentrat, hijauan, lainnya) Rp 3,79 juta/ekor, sekitar 24,44 persen atau 18,43
persen; (3) biaya vitamin dan obat-obatan Rp 171,27 ribu/ekor, sekitar 1,11 persen
atau 0,83 persen; (4) biaya lainnya (angkut rumput, listrik, dan pemasaran) Rp 180
ribu/ekor, sekitar 1,16 persen atau 0,88 persen; (5) biaya tenaga kerja Rp 3,33
juta/ekor, sekitar 16,21 persen; (6) biaya pembangunan kandang Rp 650 ribu/ekor
atau 3,16 persen; dan (7) biaya bunga bank Rp 1,07 juta/ekor atau 5,23 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan proporsi biaya tenaga kerja dan biaya pembangunan
kandang cukup tinggi, yaitu sekitar 19,38 persen, namun secara umum peternak kecil
tidak memperhitungkan sebagai komponen biaya. Begitu juga bunga bank yang
proporsinya mencapai 5,23 persen secara umum hanya diperhitungkan oleh para
peternak menengah dan besar yang dalam usahaternak meminjam modal usaha ke
perbankan.

. Rata-rata penerimaan peternak hanya dari hasil penjualan sapi (satuan ekor maupun
kg berat hidup) sebesar Rp 20,80 juta/ekor, dengan berat sapi rata-rata 400 kg/ekor
(kisaran 300-550 kg/ekor), sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp 5,32 juta/ekor
atau 34,33 persen jika tidak memperhitungkan biaya tenaga kerja, biaya
pembangunan kandang, dan bunga bank. Keuntungan usaha ternak terlihat sudah
cukup tinggi, namun apabila dilihat proses pemeliharaan sekitar 6-8 bulan, maka
keuntungan peternak setiap bulan sangat rendah, yaitu hanya Rp 612 ribu/ekor.
Apabila memperhitungkan biaya tenaga kerja, biaya pembangunan kandang, dan
bunga bank, keuntungan peternak hanya Rp 260,41 ribu/ekor/pelihara atau 1,27
persen. Jika dilihat keuntungan bulanan, maka hanya Rp 37,98 ribu/ekor atau dengan
kata lain usahaternak sapi tidak menguntungkan.

Dari hasil analisis usaha ternak sapi potong, dengan atau tanpa memperhitungkan
biaya tenaga kerja, biaya pembangunan kandang, dan bunga bank, maka diperoleh
rata-rata harga pokok (BEP) biaya produksi sapi potong sebesar Rp 38,71 ribu/kg
atau Rp 51,35 ribu/kg. Kondisi tersebut yang kemungkinan menyebabkan tingginya
harga daging sapi ditingkat konsumen, khususnya di kota-kota besar mengingat
sebagian besar daging sapi disupply oleh peternak menengah dan besar, yang dalam
usahanya memperhitungkan seluruh komponen biaya.

Sebagai pembanding, dari hasil penelitian yang ada, rata-rata pendapatan peternak sapi
hanya sekitar Rp 300 ribu/ekor/bl (kisaran Rp 200 ribu-800 ribu/ekor/bl), konversi sapi
hidup menjadi karkas sekitar 52 persen (kisaran 48-54 persen), konversi karkas menjadi

daging sapi murni rata-rata 70 persen, dan lama pemeliharaan sapi potong rata-rata 6

bulan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh jenis sapi, jumlah ternak peliharaan, wilayah,
dan teknik pemeliharaan sapi yang berbeda-beda antar peternak (PSE-KP Kementan).
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Pandangan Stakeholder tentang HPP Sapi/Daging Sapi

Perlu ada kajian tentang penyebab perbedaan harga yang tinggi antara produsen dengan
konsumen mengingat nilai tambah yang sangat tinggi berada di konsumen. Hal ini berarti
ada permasalahan dari produsen ke konsumen (distribusi), sehingga apabila ada
kebijakan HPP sapi/daging sapi, maka dikhawatirkan HPP bukan dinikmati oleh peternak
sebagai sasaran kebijakan pemerintah, namun dinikmati oleh pihak-pihak lain seperti
pedagang yang akan meningkatkan harga daging sapi (UNPAD).

Kebijakan HPP sapi/daging sapi justru akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, misalnya
kasus perbedaan harga daging sapi lokal dengan internasional yang cukup tinggi, dimana
harga internasional jauh lebih murah, kemungkinan dimanfaatkan oleh importir untuk
menaikkan harga daging impor di tingkat konsumen. Sulit untuk menentukan HPP daging
sapi mengingat banyak aspek yang harus diperhitungkan (jenis sapi, umur, karkas, dll)
sehingga fokus HPP pada sapi di peternak. Hal ini juga untuk mendorong perbaikan sistim
timbang sapi hidup di pasar ternak yang selama ini kurang efektif (PSE-KP Kementan).

Jika akan ditetapkan HPP sapi/daging sapi, maka penetapan harus setiap tahun
disesuaikan dengan kondisi aktual mengingat harga cenderung naik setiap tahun.
Fluktuasi harga daging sapi lokal 60-70persen, sedang daging sapi impor 30-40 persen
yang berarti harga daging sapi impor lebih stabil dibanding daging sapi lokal (PSE-KP
Kementan).

Terkait penerapan HPP sapi/daging sapi, umumnya pedagang daging di Jawa Barat
mengacu pada koefisien jenis sapi dan persentase karkas yang dihasilkan yang sangat
bervariasi, sehingga fokus HPP pada sapi hidup ditingkat peternak dengan
memperhatikan koefisien jenis sapi dan karkas yang dihasilkan (Dinas Peternakan Jawa
Barat).

Usulan HPP Sapi Tahun 2016

Memperhatikan berbagai faktor seperti urain diatas, maka apabila akan diterapkan
kebijakan HPP, maka hanya untuk sapi ditingkat peternak. Untuk menentukan besaran
HPP sapi ditingkat peternak, maka dari hasil BEP biaya produksi sapi dibuat simulasi
keuntungan 10-30 persen (Tabel 30), yaitu:

a. Keuntungan peternak 10 persen, maka HPP sapi potong Rp 42.582/kg BH;
b. Keuntungan peternak 15 persen, maka HPP sapi potong Rp 44.523/kg BH;

o

Keuntungan peternak 20 persen, maka HPP sapi potong Rp 46.459/kg BH;
d. Keuntungan peternak 25 persen, maka HPP sapi potong Rp 48.395/kg BH;
e. Keuntungan peternak 30 persen, maka HPP sapi potong Rp 50.330/kg BH.
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Tabel 30. Simulasi HPP Sapi dan Daging Sapi Tahun 2016

Urdan B8P Ro/ke) Estimasi Keuntungan Peternak/Pedagang
0% | 15% | 20% | 25% 30%
Harga Pokok Produksi Sapi (Rp/Kg BH) B716| 42587 M523 46459 483% | 50.330
Harga Pokok Karkas Sapi (Rp/Kg) 69.884 | 76.872| 80366| 83.860| 87.35| 90.849
Harga Pokok Daging Sapi Murni (Rp/Kg) 99.834 | 109.817 | 114.809 | 119.801| 124.792 | 129.784

Rekomendasi Kebijakan

Penerapan HPP fokus pada sapi hidup ditingkat peternak dengan memperhatikan faktor
koefisien/konversi. Tujuan HPP sapi harus mencapai tujuan utama yaitu peternak sapi,
jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk menaikkan harga daging sapi
yang dapat merugikan konsumen.

Skala usaha ternak sapi potong dianggap baik dan layak sebagai usaha pokok apabila
peternak memiliki minimal 16 ekor, kepemilikan 3-4 ekor hanya sebagai usaha sampingan
dan tidak menguntungkan, sedang kepemilikan 8-10 ekor cukup untuk usaha pokok.
Rata-rata pendapatan peternak sapi potong sebesar Rp 300 ribu/ekor/bl, sehingga
usahaternak sapi potong dianggap layak dan menjanjikan untuk usaha pokok apabila
volume sapi minimal 8-10 ekor/peternak.

Berdasarkan kajian singkat tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan HPP Sapi
ditingkat peternak agar diperoleh harga yang wajar dan layak, untuk terciptanya
stabilisasi harga dan pasokan daging sapi. Keuntungan peternak dianggap cukup layak
apabila margin keuntungan minimal 20 persen, atau HPP sapi sebesar Rp 46.500/kg BH di
tingkat peternak.

Mengingat harga daging sapi tingkat konsumen selalu naik pada periode HBKN Puasa dan
Idul Fithri, kebijakan Pemerintah selain penerapan HPP sapi adalah intervensi pada
periode HBKN saja, antara lain dengan Operasi Pasar (OP) agar harga tetap stabil. Untuk
itu, perlu diperhitungkan penyediaan dana pemerintah untuk pembelian sapi/daging sapi
dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan.

5.5. Kajian Kenaikan BBM Terhadap Harga Pangan Tahun 2015

Permasalahan kenaikan harga atau volatilitas harga komoditas pangan (beras, jagung,
kedelai, cabai merah, bawang merah, daging ayam dan daging sapi) setiap tahun
menjadi momok bagi pemerintah dan masyarakat karena sangat memberatkan, terutama
masyarakat yang berpendapatan tetap dan menengah kebawah. Hariharan dan kumar
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(2012) menyebutkan bahwa kenaikan harga pangan disebabkan oleh beberapa faktor
yaitu: kenaikan jumlah penduduk dan pergeseran kebiasaan konsumsi pangan, kenaikan
harga pupuk, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi kunci untuk
distribusi dan produksi pangan, kenaikan permintaan, faktor alam (kekeringan-e/nino,
lanina, serangan hama dan penyakit menyebabkan terjadi penurunan produktivitas
pertanian. Semua faktor diatas berdampak terhadap ketersediaan (supply) dan distribusi
pangan.

Kajian Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Harga Pangan.
Mengingat jumlah komoditas pertanian yang begitu banyak, maka kajian ini
memfokuskan pada beberapa komoditas pangan pokok strategis yang sering mengalami
fluktuasi harga dan sering kali menyita perhatian pemerintah. Setelah
mempertimbangkan hal tersebut, maka dalam kajian ini akan diambil beberapa komoditas
untuk dikaji secara mendalam, yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah,
cabai merah, daging ayam ras dan daging sapi. Dari kajian ini diharapkan akan diperoleh
pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh perbedaan karakteristik komoditas dan
sistem distribusinya terhadap pembentukan harga dan implikasinya terhadap inflasi.

Penyesuaian harga BBM bersubsidi bersifat imperatif, terpaksa dilakukan karena
beberapa alasan. Pertama, subsidi BBM lebih banyak digunakan sebagai barang
konsumsi dan lebih banyak dimanfaatkan oleh penduduk berpendapatan tinggi. Kedua,
beban subsidi BBM dalam APBN sudah terlalu tinggi dan terus meningkat sehingga sangat
membatasi ruang kebijakan fiskal, khususnya untuk mendukung kegiataan ekonomi
produktif. Ketiga, Indonesia merupakan importir netto BBM sehingga peningkatan
konsumsi BBM menyebabkan peningkatan impor BBM, yang selanjutnya berdampak
buruk terhadap neraca perdagangan.

Sejak tahun 2010 hingga 2015, pemerintah telah beberapa kali melakukan penyesuaian
harga BBM baik premium maupun solar. Pada tahun 2015, tercatat terjadi kenaikan dan
penurunan harga BBM. Saat ini, pemerintah secara resmi menghapus subsidi BBM untuk
jenis Premium, dan untuk bahan bakar solar ditetapkan subsidi tetap sebesar Rp 1.000.
Harga BBM Premium dan Solar akan diumumkan oleh pemerintah secara berkala dengan
memperhatikan perkembangan harga minyak mentah dunia.

Hasil analisis korelasi perubahan harga rataan BBM (solar dan premium) dengan harga
kebutuhan pokok, selama periode 2010-2015 adalah: (a) Untuk komoditas GKP, kedelai,
beras, telur ayam ras memiliki hubungan yang positif dengan tingkat korelasi yang sangat
kuat, dengan nilai koefisien korelasi antara 0,80-0,88. Artinya perubahan harga BBM akan
berhubungan secara positif (searah) dan berkorelasi kuat dengan perubahan harga
keempat komoditas tersebut, seperti terlihat pada Tabel 31.
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Tabel 31. Korelasi Harga Premium dan Solar dengan Harga Pangan di Tingkat

Produsen
Komoditas Premium (Pearson Solar (Pearson
Correlation) Correlation)
Beras Medium 0.46 0.52
Jagung 0.58 0.42
Kedelai 0.84 0.80
Cabai Merah 0.44 0.37
Daging Sapi 0.89 0.83
Daging Ayam Ras 0.39 0.36
Telur Ayam Ras 0.50 0.52
NTP (0.66) (0.66)

Perubahan harga BBM terhadap perubahan harga komoditas jagung, beras, dan telur
ayam ras juga memiliki hubungan positif (searah), dengan tingkat korelasi yang kuat, hal
ini ditunjukkan oleh tingkat koefisien korelasi yang berkisar antara 0,52-0,58.

Untuk perubahan harga BBM terhadap perubahan harga komoditas beras, cabai merah,
daging ayam ras dan telur ayam ras memiliki hubungan positif (searah), namun tingkat
korelasinya sedang, tingkat korelasi antara 0,36-0,46. Hubungan antara komoditas yang
bernilai negatif (berlawanan arah) adalah beras dengan jagung (-0,10), nilai negatif ini
disebabkan karena lahan yang dipergunakan untuk menanam jagung lahannya sama
dengan lahan padi sehingga terjadi persaingan dalam penggunaan lahan.

Dari estimasi pembentukan harga akibat kenaikan harga premium di atas, harga daging
sapi merupakan komoditas yang paling persisten atau paling resisten untuk mengalami
kenaikan yang terlihat dari nilai koefisien korelasi harga yang mencapai 0,89 diikuti oleh
harga kedelai (0,84), harga GKP (0,82), harga jagung (0,58), telur harga ayam ras (0,49),
harga beras (0,46), harga cabe merah (0,44), dan harga daging ayam ras (0,39).

Tabel 32. Korelasi Harga Premium dengan Harga Pangan di Tingkat Produsen

Lemah/Tidak

Sangat Kuat Kuat Sedang Berkorelasi

Beras, Cabai Merah,
Jagung Daging Ayam Ras dan -
Telur Ayam Ras

GKP, Kedelai dan
Daging Sapi

Sumber: Diolah BKP

Sedangkan akibat kenaikan harga solar, harga GKP yang paling kuat hubungannya atau
paling resisten dengan nilai korelasi 0,88, diikuti oleh daging sapi (0,83), kedelai (0,80),
telur ayam ras (0,52), beras (0,52), jagung (0,42), cabai merah (0,37) dan daging ayam
ras (0,36).
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Tabel 33. Korelasi Harga Solar dengan Harga Pangan di Tingkat Produsen

Lemah/Tidak

Sangat Kuat Kuat Sedang Berkorelasi

Jagung, Cabai
Merah dan Daging
Ayam Ras

GKP, Kedelai dan Beras dan Telur
Daging Sapi Ayam Ras

Sumber: Diolah BKP

6. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani
Indonesia (TTI)

Permasalahan pangan pokok dan strategis adalah tingginya disparitas harga antara
produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak merata antara pelaku
usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen)
mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling
menguntungkan baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen.

Berdasarkan permasalahan diatas, diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas pasokan
dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar
lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani
(produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya
Patron-Client (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh
pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan market power oleh pelaku usaha
tertentu.

Program Toko Tani Indonesia (TTI) secara tidak langsung berperan dalam mengatasi
anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan
menjadi instrumen yang dibuat Pemerintah dan Bulog untuk menahan gejolak harga
dalam situasi tertentu, merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada saat situasi
suplai melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan
pemerintah bersama masyarakat. Program TTI dalam jangka panjang diharapkan menjadi
market base dan secara perlahan akan diintegrasikan dengan kegiatan penguatan LDPM
dan UPGB Bulog. Petani sebagai bagian integral dari TTI dapat menjual hasil produksi di
wilayah-wilayah strategis di Indonesia.

Tujuan penetapan harga pada Toko Tani Indonesia (TTI) adalah: (a) Produsen
mendapatkan harga yang layak dan menguntungkan bagi usahataninya; (b) Konsumen
mendapatkan harga yang sesuai dengan kemampuan daya belinya; dan (c) Mendukung
stabilitas harga pangan pokok strategis.

Sasaran yang ingin dicapai TTI adalah: (a) Meningkatnya produksi dan pendapatan
petani; (b) Terjaganya daya beli masyakarat; dan (c) Meningkatkan efisiensi pemasaran.
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Tugas utama Toko Tani Indonesia (TTI) adalah sebagai instrumen penegakan harga
dasar (floor price) pangan pokok dan strategis pada tingkat produsen dan penegakan
harga tertinggi (ceiling price) pada tingkat konsumen.

Fungsi Toko Tani Indonesia (TTI) adalah menjual komoditas tertentu pada tingkat harga
yang ditetapkan oleh pemerintah dan memelihara stok cadangan komoditas pangan
pokok dan strategis sebagai bagian dari instrumen pengendalian harga.

Mekanisme penetapan harga pada kegiatan TTI agar tujuan tercapai adalah: (a) harga
referensi di tingkat petani (HRP), (b) harga jual BULOG ke TTI (HJB) dan, (c) harga jual
TTI ke konsumen (HRK). Penetapan harga disesuaikan dengan rantai tataniaga dengan
asumsi sebagai berikut:

PETANI ,| BULOG TTI
HPP HJBJB HRKJB
Keterangan:
HPP = Harga pembelian di tingkat petani
HIB = Harga jual Bulog kepada TTI
HRK = Harga jual TTI kepada konsumen

Secara singkat, kerja sama Kementerian Pertanian cq Badan Ketahanan Pangan dengan
BULOG adalah sebagai berikut:

a. Kementan membina petani produsen, bahan pangan pokok dan strategis untuk
mencukupi kebutuhan konsumen.

b. Kementan melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi serta memfasilitasi
Memorandum of Understanding (MoU) antara BULOG dengan TTI.

c. BULOG diberi penugasan menyerap produk petani dengan harga yang ditentukan
sedemikian rupa agar dapat menjamin keuntungan petani pada tingkat yang wajar
dan terjangkau (HET) serta dapat diakses oleh masyarakat. Mekanisme penetapan
harga ditentukan melalui kesepakatan.

d. BULOG melakukan kontrak dagang dengan perusahaan dalam hal pengadaan pangan
yang ditugaskan pemerintah, termasuk pengadaan dari luar negeri jika diperlukan
dengan persetujuan (rekomendasi) dari Kementerian Pertanian.

e. BULOG melakukan kontrak kerja dengan TTI dalam hal pengadaan pangan pokok
strategis.
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Kerangka Pikir Kegiatan TTI seperti terlihat pada Gambar 2, sedangkan rencana
kegiatan TTI pada tahun 2015-2019 seperti terlihat pada Gambar 3.

Terwujudnya stabilitas pasokan dan harga pangan
Rantai distribusi bahan pokok yang efisien

v
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Gambar 2. Kerangka Pikir Kegiatan TTI

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
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Gambar 3. Rencana Kegiatan TTI Tahun 2015-2019
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B. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015

Pada Tahun 2015, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan,
Kementerian Pertanian mendapatakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
sebesar Rp 7,88 miliar. Alokasi tersebut tersebar di tingkat Pusat dan 3 Bidang, dengan
alokasi anggaran di: (1) Pusat Rp 2,55 miliar atau 32,41 persen; (2) Bidang Cadangan
Pangan Rp 1,06 miliar atau 13,45 persen; (3) Bidang Harga Pangan Rp 1,43 miliar atau
18,20 persen; dan (4) Bidang Distribusi Pangan Rp 2,83 miliar atau 35,94 persen.

Sampai akhir tahun 2015, total realisasi anggaran di Pusat Distribusi dan Cadangan
Pangan mencapai Rp. 5,79 miliar atau sebesar 73,44 persen. Apabila dilihat realisasi per
pusat/bidang, maka realisasi di: (1) Pusat sebesar Rp 1,39 miliar atau 54,64 persen; (2)
Bidang Cadangan Pangan Rp 985,31 ribu atau 92,96 persen; (3) Bidang Harga Pangan Rp
1,11miliar atau 92,96 persen; dan (4) Bidang Distribusi Pangan Rp 2,30 miliar atau 81,25
persen. Secara rinci, alokasi dan realisasi anggaran di Pusat Distribusi dan Cadangan
Pangan pada tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pusat Distribusi dan Cadangan

Pangan TA.2015
. . Alokasi Realisasi
No Kegiatan / Sub Kegiatan
glatan / 9 (Rp.000) (Rp.000) | (%)
Pengembangan Sistem Distribusi
dan Stabilisasi Harga Pangan 7,879,832 5,787,069 | 73,44
A | Kegiatan Pusat 2,553,506 1,395,303 | 54.64
1 Pembinaan Kelembagaan Distribusi, 577,906 472,110 81,68
Harga dan Cadangan Pangan
Penyusunan Rencana Kegiatan
2 | Distribusi, Harga dan Cadangan 125,500 103,394 82,39
Pangan
Kajian Responsif dan Antisipatif
3 | Kegiatan Distribusi Harga dan 437,300 376,911 86.19
Cadangan Pangan
Kajian Responsif dan Antisipatif
4 | Kegiatan Distribusi Harga dan 1,412,800 442889 31.35
Cadangan Pangan
B | Kegiatan Bidang Cadangan Pangan 1,059,900 985,310 92.96
1 Pengembangan Cadangan Pangan 286,700 280,132 97.71
Pemerintah
Direktori Klasifikasi Tingkat
2 | Kemandirian Lumbung Pangan 292,900 275,394 94.02
Masyarakat
3 Pengembangan Cadangan Pangan 28,900 257,281 89.02
Pemerintah
4 Apre5|§5| Cadangan Pangan 86,200 80,140 92.97
Pemerintah
5 Evalua§| Cadangan Pangan 81,100 68,418 84.36
Pemerintah
6 Pemblngan, Monitoring, dan 24,000 23,945 99.77
Evaluasi LPM
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. . Alokasi Realisasi
No Kegiatan / Sub Kegiatan
giatan / Sub Kegi (Rp-000) (Rp.000) | (%)
C | Kegiatan Bidang Harga 1,434,466 1,105,526 | 92.96
1 | Panel Harga Pangan 450,700 283,522 62.91
2 Apresiasi Panel Harga Pangan dan 165,816 151,820 91.56
Prognosa Neraca Pangan
3 Analisis Harga Pangan Tingkat 165,816 151,820 91.56
Produsen
4 Analisis Harga Pangan Tingkat 195,850 155,524 79.41
Konsumen
Monev Pasokan dan Harga Pangan
5 | Strategis/Hari Hari Besar Keagaman 315,700 278,887 88.34
dan Nasional (HBKN)
6 Penyusunan Prognosa Neraca 117,250 81,920 69.87
Pangan
D | Kegiatan Bidang Distribusi 2,831,960 2,300,930 81.25
1 Analisis Kelembagaan Distribusi 235,220 214,517 91.20
Pangan
Pemantauan, Pembinaan,
2 | Koordinasi, Konsolidasi Kegiatan 239,200 230,735 96.46
Penguatan LDPM
Pedoman, Panduan, Modul
3 Pendampingan, Modul Gapoktan 68,750 67,381 98.01
4 Pengembangan Aplikasi Distribusi 150,00 141,650 94.43
Pangan
5 | Apresiasi Aparat LDPM 562,290 339,180 60.32
6 | Apresiasi Gapoktan LDPM 424,490 284,127 66.93
7 | Analisis Jaringan Distribusi 314,050 282,733 90.03
8 | Efisiensi Rantai Distribusi Beras 279,320 254,590 91.15
9 | Efisiensi Rantai Distribusi Jagung 279,320 256,480 91.82
10 | Efisiensi Rantai Distribusi Kedelai 279,520 229,538 82,18

Meskipun capaian realisasi anggaran Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan di akhir
tahun 2015 secara total hanya mencapai 73,44 persen dan capaian Kegiatan Pusat hanya
54,64 persen, namun capaian Bidang yang ada di Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan
hampir rata-rata di atas 80-90 persen. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan di
Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2015 cukup efisien dan efektif. Apabila
dilihat berdasarkan kegiatan yang ada di masing-masing Bidang pada Pusat Distribusi dan
Cadangan Pangan, rata-rata semua kegiatan telah selesai dilaksanakan,
pelaksanaan berjalan efisien dan efektif. Berikut kegiatan masing-masing Bidang:

artinya

1. Bidang Cadangan Pangan

Bidang Cadangan Pangan dengan total kegiatan mencapai 6 (enam) kegiatan dengan
alokasi anggaran sebesar 1,06 milyar, hampir seluruh kegiatannya dapat terlaksana
dan di selesaikan dengan efisien dan efektif. Rata-rata realisasi anggaran per sub
kegiatan mencapai 92,96 persen, dengan realisasi terendah 84,36 persen pada sub
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kegiatan Evaluasi Cadangan Pangan Pemerintah, dan realisasi tertinggi 99,77 persen
pada sub kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Lumbung Pangan Masyarakat.

Bidang Harga Pangan

Bidang Harga Pangan dengan total kegiatan di tahun 2015 mencapai 6 (enam)
kegiatan mendapat anggaran sebesar 1,43 milyar, hampir seluruh kegiatannya dapat
dilaksana dan di selesaikan dengan efektif dan efisien. Rata-rata realisasi anggaran
per sub kegiatan mencapai 92,96 persen, dengan realisasi terendah 69,87 persen
pada sub kegiatan Penyusunan Prognosa Neraca Pangan, dan realisasi tertinggi 91,56
persen pada sub kegiatan Apresiasi Panel Harga Pangan dan Prognosa Neraca Pangan
serta Analisis Harga Pangan Tingkat Produsen.

Bidang Distribusi Pangan

Bidang Distribusi Pangan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2,83 milyar untuk
pelaksanaan kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan, dan pada akhir tahun 2015
semua kegiatan tersebut dapat terselesaikan dengan efisien dan efektif. Realisasi
anggaran sampai akhir tahun 2015 mencapai 81.25 persen, dengan realisasi terendah
60,32 persen pada sub kegiatan Apresiasi Aparat Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat, dan realisasi tertinggi 98,01 persen pada sub kegiatan Penyusunan
Pedoman, Panduan, Modul Pendampingan, Modul Gapoktan.
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A.

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai capaian secara keseluruhan berhasil.
Beberapa keberhasilan yang menonjol dari pencapaian sasaran ini adalah :

1.

Diberdayakannya 341 Gapoktan yang terdiri dari 203 Gapoktan Tahap Penumbuhan,
36 Gapoktan Tahap Pengembangan, dan 117 Gapoktan Tahap Kemandirian. Dengan
adanya realisasi Pemberdayaan 341 Gapoktan pada tahun 2014, menjadikan jumlah
Gapoktan yang telah diberdayakan selama 2010-2015 menjadi 1.580 Gapoktan untuk
mendukung upaya stabilisasi harga beli gabah di tingkat petani. Peran ini
ditumbuhkan dari stabilitas harga beli gabah minimal sesuai dengan HPP bagi anggota
Gapoktan yang selanjutnya dapat men-trigger para pelaku distribusi yang bergerak
agribisnis padi untuk menetapkan harga beli dengan mengacu kepada HPP.

Pada Tahun 2015 telah diberdayakannya 1.673 kelompok Ilumbung pangan
masyarakat yang terdiri dari 1.581 kelompok yang masuk Tahap Pengembangan dan
92 kelompok di Tahap Kemandirian yang tersebar di berbagai kabupaten, dan telah
mampu menyimpan dan menyediakan cadangan pangan (gabah/beras/jagung/
pangan pokok lainnya) yang dapat digunakan pada saat terjadi bencana yang
mengakibatkan kekurangan pangan.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi pasokan
dan harga pangan melalui panel harga pangan sampai tahun 2015 telah menjangkau
seluruh wilayah Indonesia, yaitu di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Kegiatan
panel harga dengan terus meningkat dan dapat diperoleh data/informasi pasokan
dan harga pangan strategis baik tingkat produsen maupun konsumen yang lebih up
date, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan/
kebijakan terkait permasalahan pangan.

Upaya yang Dilakukan

Antisipasi terhadap permasalahan Gapoktan Penguatan LDPM adalah dengan melakukan
CP/CL dan penetapan Gapoktan serta melaksanakan pencairan dana bansos tepat waktu.
Hal ini harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berwenang dalam pelaksanaan dan
pembinaan Gapoktan. Di tingkat pusat, sosialisasi kegiatan dilaksanakan segera setelah
pedoman kegiatan disahkan. Di tingkat provinsi, Tim Pembina tingkat Provinsi dan Tim
Teknis tingkat Kabupaten/Kota herus menyusun rencana pembinaan kepada Gapoktan

secara sinergis, termasuk menyusun penjadwalan pelaksanaan pengawalan dan
pembinaan.
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Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Panel
Harga Pangan antara lain: (@) Penyempurnaan/perbaikan software panel harga; (b)
Penyebarluasan sosialisasi kegiatan panel harga pangan bagi stakeholder terkait, baik di
pusat maupun daerah; (c) Peningkatan volume laporan dan ketepatan waktu laporan; (d)
Validasi data panel yang akan dikirim oleh petugas enumerator; (e) Penambahan lokasi
dan petugas kegiatan panel; (f) Pemantauan harga komoditas spesifik tertentu sesuai
kebutuhan/kepentingan daerah; dan (g) Meningkatkan koordinasi antara petugas
enumerator dengan BKP daerah (provinsi) dan BKP Pusat.

Untuk mendorong pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah
dilakukan beberapa upaya seperti: (1) Sosialisasi cadangan pangan untuk menyamakan
persepsi dalam pelaksanaan pengembangan Ilumbung pangan, cadangan pangan
pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah provinsi; (2) Melakukan apresiasi
cadangan pangan terutama untuk mendorong aparat provinsi dan kabupaten/kota dalam
pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah; dan (3) Berkoodinasi dengan
pendamping kabupaten dan petugas provinsi dalam mengetahui perkembangan
pelaksanaan cadangan pangan masyarakat maupun pemerintah.

Berdasarkan hasil kajian perhitungan cadangan pangan pemerintah, sebaiknya dalam
pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak berdasarkan
Standar Pelayanan Minimal (SPM), akan tetapi berdasarkan hasil kajian, mengingat
kebutuhan masing-masing daerah berbeda-beda. Badan Ketahanan Pangan melakukan
sosialisasi kepada provinsi dan kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran APBD
provinsi dan kabupaten/kota, melakukan sosialisasi kepada kabupaten/kota yang belum
membangun gudang, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pengalokasian pengadaan
cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota
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